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KATA PENGANTAR 

 

 Alhamdulillah puji dan syukur kami panjatkan 

kehadirat Allah, yang senantiasa melimpahkan 

rahmat dan ‘inayah-Nya, sehingga kami dapat 

menyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan  

Pengadilan Agama Bengkayang Tahun 2019. 

 Laporan ini merupakan bentuk pertanggung 

jawaban kami dalam melaksanakan tugas sekaligus 

sebagai informasi dan evaluasi terhadap 

pelaksanaan Program Kerja Pengadilan Agama 

Bengkayang Tahun 2019.    

Tahun  2019  bagi  Pengadilan Agama     Bengkayang       merupakan      

tahun pencanangan Zona Integritas (ZI)   menuju wilayah Bebas dari Korupsi 

(WBK)  dan Menuju wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dengan 

penandatanganan  Deklarasi Pencanangan Zona Integritas yang disaksikan oleh  

Bupati Bengkayang, Ketua DPRD,  Kajari, Kapolres, Pengadilan Negeri, 

Kenmenag, serta Advokad.  

Program  Akreditasi Penjaminan Mutu  pada tahun 2017 telah 

menghantarkan Pengadilan Agama Bengkyang dengan meraih  predikat “A 

excalen”. Dan  pada  bulan November 2019 telah dilakukan Survaillence Kedua 

oleh Tim  Asessor Eksternal Badilag.  

Dengan mengusung Motto  Profesional Relegius Intergritas Mandiri dan 

Akuntabel (PRIMA) Pengadilan Agama Bengkayang terus berbenah dengan 

berusaha memberikan pelayanan yang terbaik dengan   membudayakan 5 R 

(Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin) serta  3 S (Senyum, Salam, Sapa). 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) merupakan pelayanan Administrasi 

Pengadilan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses yang di mulai dari 

tahap  permohonan informasi, Pengaduan, Pendaftaran Perkara, Pembayaran 

dan Pengembalian Sisa Panjar  hingga Penyerahan/Pengambilan Produk 

Pengadilan serta pelayanan administrasi umum semua dilayani  Melalui satu 

Pintu 
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 Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan  Tahun 2019  ini didasarkan 

atas kinerja dan target yang telah dicapai dalam pelaksanaan Program Kerja. 

Oleh karena itu, kami mengucapkan terimakasih dan penghargaan kepada 

seluruh pegawai Pengadilan Agama Bengkayang yang telah melaksanakan tugas 

dengan baik. 

 Kami menyadari bahwa penyampaian hasil/kinerja Pengadilan Agama 

Bengkayang belum sesuai dengan harapan mengingat beberapa hambatan yang 

diluar kemampuan meskipun telah berusaha mencari jalan keluarnya. Selain itu 

mungkin dalam penyusunan Laporan ini masih terdapat kekurangan, oleh karena 

itu kritik dan saran sangat kami harapkan untuk kesempurnaan laporan di tahun 

yang akan datang. 

Bengkayang, 31 Desember 2019 
Ketua, 
 
 
 
 
Hj. Andriani, S.Ag. 
NIP. 19720627 200003 2 001 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.   GAMBARAN UMUM KABUPATEN BENGKAYANG  

1.  Letak Geografis  

Kabupaten Bengkayang merupakan salah satu kabupaten yang terletak di sebelah 

utara Propinsi Kalimantan Barat. Secara geografis, Kabupaten Bengkayang terletak 

di 00 33’00” Lintang Utara sampai 10 30’00” Lintang Utara dan 10 8039’0” Bujur 

Timur sampai 1100 10’00” Bujur Timur.126  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1  Peta Kabupaten Bengkayang 

Secara administratif, batas-batas wilayah Kabupaten Bengkayang adalah sebagai 

berikut:  

1.  Sebelah Utara : Kabupaten Sambas dan Serawak (Malaysia Timur)  

2.  Sebelah Selatan : Kabupaten Mempawah (Indonesia)  

3.  Sebelah Timur : Kabupaten Landak dan Kabupaten Sanggau (Indonesia)  

4.  Sebelah Barat : Kota Singkawang dan Laut Natuna (Indonesia)  
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2.  Luas Wilayah 

Kabupaten Bengkayang memiliki luas sebesar 5.396,30km2 yang terbagi dalam  

17 kecamatan  sebagai berikut :   

Kecamatan 
Luas 

(Km2) 
Kelurahan Desa Dusun 

Sungai Raya 75,85 - 5 19 
Capkala 46,35 - 6 11 
Sungai RayaKep. 394,00 - 5 18 
Samalantan 420,50 - 7 28 
Monterado 291,00 - 11 28 
Lembah Bawang 188,00 - 8 16 
Bengkayang 167,04 2 4 9 
Teriak 231,51 - 18 28 
SungaiBetung 205,95 - 4 12 
Ledo 481,75 - 12 32 
Suti Semarang 280,84 - 8 13 
Lumar 275,21 - 5 14 
SanggauLedo 392,50 - 5 17 
Tujuh Belas 221,00 - 4 12 
Seluas 506,50 - 6 24 
Jagoi Babang 655,00 - 6 14 
Siding 563,30 - 8 21 

Jumlah 5 396,30 2 122 316 
Tabel 1.1 Wilayah Yursdiksi Pengadilan Agama Bengkayang 

 

Menurut data pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang, 

jumlah penduduk Kabupaten Bengkayang berdasarkan pemeluk Agamanya dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

 

No. AGAMA JUMLAH % 

1. ISLAM 100.375 35.24 

2. KATOLIK 88.010 30.90 

3. KRISTEN 75.683 26.57 

4. HINDU 293 0.10 

5. BUDHA 17.563 6.17 



 

3 

    

6. KONGHUCHU 2.590 0.91 

7. KEPERCAYAAN 321 0.11 

JUMLAH 284.835 100 

Tabel 1.2 – Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama 

 

B. KEBIJAKAN UMUM PENGADILAN AGAMA BENGKAYANG 

Pengadilan Agama Bengkayang merupakan salah satu pelaksana kekuasaan 

kehakiman bagi pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu 

yang diatur dalam Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang 

kemudian diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua 

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. 

Pengadilan Agama Bengkayang  diresmikan pada tanggal 8 September 2001, 

dan mulai operasional pada tanggal 1 Oktober 2001. Adapun wilayah yurisdiksi 

Pengadilan Agama Bengkayang meliputi seluruh Kabupaten Bengkayang yang terdiri 

dari 17 kecamatan 

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat pencari 

keadilan yang beragama Islam di KabupatenBengkayang, Pengadilan Agama 

Bengkayang senantiasa dituntut untuk memberikan pelayanan prima sesuai dengan 

prinsip peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana yang diamanatkan 

oleh pasal 2 ayat (4) Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman. 

Untuk mewujudkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan Agama 

Bengkayang telah menetapkan kebijakan-kebijakan baik dalam manajemen peradilan, 

manajemen kepaniteraan serta manajemen kesekretariatan  yang secara garis besar 

dapat dirinci sebagai berikut : 

a. Manajemen Peradilan 

Pengembangan sistem manajemen Peradilan dengan mengoptimalkan fungsi-

fungsi manajemen dari mulai perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, 

pengawasan sampai dengan pertanggungjawaban, yang selanjutnya dirinci dalam 

program sebagai berikut: 
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1. Membuat perencanaan yang matang, 

2. Melakukan pengorganisasian dan pembagian tugas, 

3. Meningkatkan koordinasi antar pejabat baik kepaniteraan maupun 

kesekretariatan dengan mengadakan pertemuan secara rutin, 

4. Melakukan pembinaan SDM secara rutin baik di bidang hukum acara, hokum 

materiil, bidang administrasi kepaniteraan maupun administrasi  

kesekretariatan, 

5. Melakukan pengawasan jalannya peradilan, pengawasan disiplin pegawai, 

serta pengawasan terhadap tingkah laku aparat peradilan; 

6. Mempertanggungjawabkan kinerja manajemen peradilan. 

 

b. Manajemen Kepaniteraan 

1. Peningkatan mutu pelayanan kepada para pencari keadilan dengan berusaha 

semaksimal mungkin untuk melaksanakan prinsip peradilan sederhana, cepat, 

dan biaya ringan, 

2. Meningkatkan penyelesaian perkara sehingga menghindari lambatnya 

penyelesaian perkara, 

3. Perbaikan sistem manajemen penanganan perkara untuk meningkatkan 

kecepatan dan efisiensi dalam pencatatan, pemrosesan, pemeriksaan, 

penyelesaian hingga pengarsipan perkara, 

4. Pemberdayaan teknologi informasi dalam efektifitas peningkatan pelayanan 

hukum kepada pencari keadilan melalui website Pengadilan, dan efektifitas 

pembinaan administrasi perkara dengan penggunaan Sistem Informasi 

Penelusuran Perkara (SIPP), dan 

5. Meningkatkan transparansi dan pelayanan akses public dalam rangka 

pelaksanaan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor:1-

144/KMA/SK/I/2011 tanggal 05 Januari 2011 tentang Pedoman Pelayanan 

Informasi di Pengadilan. 
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c. Manajemen Kesekretariatan 

1. Merumuskan sistem peningkatan kinerja pegawai khususnya 

dibidangkesekretariatan yang meliputi bagian Perencanaan, Teknologi 

Informasi dan Pelaporan, Kepegawaian dan Ortala, serta Umum dan 

Keuangan, 

2. Pemberdayaan teknologi informasi dalam efektifitas peningkatan administrasi 

kepegawaian dengan SIKEP (Sistem Informasi Kepegawaian) Mahkamah 

Agung RI, SAPK BKN, administrasi keuangan dengan SAS (Sistem Aplikasi 

Satker), SAIBA (Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual), Komdanas, SIMARI, 

Monev SMART, Monev Bappenas RI dan administrasi umum dengan SIMAK 

BMN serta Aplikasi Persediaan, 

3. Membuat perencanaan anggaran yang mencakup seluruh kebutuhan 

pengadilan guna efektifitas kinerja pegawai, 

4. Melakukan efisiensi penggunaan anggaran sesuai dengan aturan dan 

melakukan kebijakan penggunaan keuangan sesuai dengan kebutuhan, dan 

5. Memenuhi seluruh kebutuhan sarana maupun prasarana kantor dengan 

memasukkan dalam usulan RKBMN dan RKAKL. 

 

C. RENCANA STRATEGIS PENGADILAN AGAMA BENGKAYANG 

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP-LKjIP) serta 

Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, rencana 

strategi sPengadilan Agama Bengkayangdalam naskah ini dimaksudkan sebagai 

program-program yang akan dilaksanakan dan akan dicapai selama 1 (satu) tahun 

kedepan, yang mencakup uraian tentang tujuan/sasaran dan aktivitas organisasi 

(kegiatan) untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut dengan mengukur indikator 

kinerja. 

Adapun Matriks Reviu Rencana Strategis Pengadilan Agama Bengkayang Tahun 

2015-2019 adalah sebagai berikut : 
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Tabel 1.3 – Matriks Renstra 2015 – 2019 
 

 
O 

TUJUAN SASARAN TARGET 

URAIAN 
INDIKATOR 

KINERJA 
TARGET URAIAN INDIKATOR KINERJA 2015 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. 

 

Terwujudnya 
kepercayaan 
masyarakat 
terhadap 
sistem 
peradilan 
melalui proses 
peradilan yang 
pasti, 
transparan 
dan akuntabel 

Persentase 

perkara yang 

diselesaikan 

tepat waktu 

 

 

 

 

 

 

 

 

86% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terwujudnya proses 

peradilan yang pasti, 

transparan dan 

akuntabel  

 

 
 

Persentase sisa perkara yang 
diselesaikan 
 

100% 

 

 

 

100% 

 

 

 

100% 

 

 

 

100% 

 

 

 

100% 

 

 

 

Persentase perkara yang 
diselesaikan tepat waktu 

 

86% 

 

 

86% 

 

 

86% 

 

 

86% 

 

86% 

 

 

Persentase penurunan sisa 
perkara 

 

0% 

 

 

 

0% 

 

 

 

24% 

 

 

 

24% 

 

 

 

24% 
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Index 

responden 

pencari 

keadilan yang 

puas terhadap 

layanan 

peradilan 

 

 

 

 

 

 

84 % 

Persentase perkara yang 
tidak mengajukan upaya 
hukum : 
 

• Banding 
 

• Kasasi 
 

• PK 
 

 

 

100% 

100% 

100% 

 

 

100% 

100% 

100% 

 

 

99% 

100% 

100% 

 

 

100% 

100% 

100% 

 

 

100% 

100% 

100% 

Index responden pencari 
keadilan yang puas terhadap 
layanan peradilan 

 
 
 

0 

 

 

0 

 

 

84 

 

 

84 

 

 

84 

 

 

Persentase isi 

putusan yang 

diterima oleh 

para pihak 

tepat waktu 

100% 

 

 

 

Peningkatan 

efektivitas 

pengelolaan 

penyelesaian perkara 

 

Persentase isi putusan yang 

diterima oleh para pihak 

tepat waktu 

 

100% 

 

 

 

100% 

 

 

 

100% 

 

 

 

100% 

 

 

 

100% 
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Persentase 

perkara yang 

diselesaikan 

melalui 

mediasi  

100% 

 

 

 

Persentase perkara yang 

diselesaikan melalui mediasi 

 

100% 

 

 

 

100% 

 

 

 

100% 

 

 

 

100% 

 

 

100% 

 

 

Persentase 

putusan yang 

menarik 

perhatian 

masyarakat 

(ekonomi 

syariah) yang 

dapat diakses 

secara online 

dalam waktu 1 

hari sejak 

diputus 

100% 

 

 

 

 

 

 

Persentase berkas perkara 

yang di-mohonkan Banding, 

Kasasi dan PK yang diajukan 

secara lengkap dan tepat 

waktu 

100% 

 

100% 100% 

 

100% 

 

 

100% 

 

 

Persentase putusan yang 

menarik perhatian 

masyarakat (ekonomi 

syariah) yang dapat diakses 

secara online dalam waktu 1 

hari sejak diputus 

100% 100% 100% 100% 100% 

2. Terwujudnya 

pelayanan 

akses peradilan 

bagi 

masyarakat 

Persentase 

perkara 

prodeo yang 

diselesaikan 

100% 

 

Meningkatnya akses 

peradilan bagi 

masyarakat miskin 

dan terpinggirkan 

Persentase perkara prodeo 
yang diselesaikan 

 
 

 

100% 

 

100% 

 

100% 100% 

 

100% 
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miskin dan 

terpinggirkan 

Persentase 

perkara yang 

diselesaikan di 

luar gedung 

pengadilan 

100%  Persentase perkara yang 
diselesaikan di luar gedung 
pengadilan 

 

100% 100% 

 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

Persentase 

perkara 

permohonan(v

oluntair) 

identitas 

hukum 

100% 

 

 Persentase perkara 
permohonan (voluntair) 
identitas hukum 

 

0% 

 

 

0% 

 

 

0% 

 

100% 

 

100% 

Persentase 

pencari 

keadilan 

golongan 

tertentu yang 

mendapat 

layanan 

bantuan 

hukum 

(Posbakum) 

100%  Persentase pencari keadilan 
golongan tertentu yang 
mendapat layanan bantuan 
hukum (Posbakum) 

0% 

 

 

 

0% 

 

 

 

0% 

 

 

 

0% 

 

 

 

100% 

 

 

 

  Meningkatnya 

kepatuhan terhadap 

putusan pengadilan 

Persentase putusan perkara 
perdata yang ditindaklanjuti 
(dieksekusi) 

100% 100% 100% 100% 100% 
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D. STRUKTUR ORGANISASI 

Adapun struktur organisasi pada Pengadilan Agama Bengkayang  adalah 

sebagai berikut : 

 
 

1. KETUA 

 

Ketua  Pengadilan Agama Bengkayang  saat ini     Hj. 

Andriani, S.Ag  Lahir di Merapi (Sekadau),  tanggal 

26 Juni 1972.  Dilantik oleh Ketua Pengadilan Tinggi 

Agama Pontianak, Drs. H. Maslihan Saifurrozi, 

SH.,MH pada tanggal 23 Maret 2018.  Sebelumnya 

Wakil Ketua Pengadilan Agama Bengkayang. 

Menyelesaikan pendidikan S.1 di IAIN Sunan 

Kalijaga Yogyakarta  Tahun 1998.  Saat ini sedang 

mengambil  program S2  Syari’ah di  IAIN Pontianak. 

 

2. WAKIL KETUA 

 

Wakil Ketua  Pengadilan Agama Bengkayang  saat 

ini Muhlis, SHI, MH.   Lahir di  Penggalangan 

(Sumatra Utara)  tanggal 7 Januari 1977.  Dilantik 

pada tanggal 22 Mei 2019. Sebelumnya Hakim 

Pratama Utama pada Pengadilan Agama 

Banjarbaru wilayah Hukum PTA Banjarmasin. 

Menyelesaikan pendidikan S.1 di IAIN Medan 

tahun 2002 dan S2 di Universitas Muhammadiyah 

Sumatra Utara  Jurusan  Hukum Islam tahun 2011. 
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3. HAKIM 

Hakim  di Pengadilan Agama Bengkayang   berjumlah  1 (satu )  orang  yaitu: 

 

M. Lukman Hakim, S.Ag. Lahir di  Medan  tanggal 4 

Februari 1977 di lantik pada tanggal 1 Maret 2016 

sebelumnya Hakim Pratama Madya pada Pengadilan 

Agama  Mempawah.  Menyelesaikan pendidikan S.1 di 

IAIN Medan tahun  2001 

 

4. PANITERA  

 

Panitera Pengadilan Agama Bengkayang saat ini 

Muhammadiyah, S,Ag. Lahir di Peniti Luar tanggal 6 

Februari 1970.  Dilantik pada tanggal 10 Agustus 

2016. Sebelumnya sebagai Panitera pada 

Pengadilan Agama  Sanggau. Menyelesaikan 

pendidikan S.1 di STIS Syarif Abdurrahman 

Pontianak  Tahun 1994 

 

5. WAKIL  PANITERA 

Dalam melaksanakan tugas di Kepaniteraan, Panitera Pengadilan Agama dibantu 

oleh seorang  Wakil Panitera. 

 

Wakil Panitera Pengadilan Agama Bengkayang  

dijabat oleh   M. Noviar Ach H, SH Lahir di  

Pontianak tanggal 14 November 1964.  Dilantik 

pada tanggal 20 Juni 2014. Sebelumnya Panitera 

Muda Hukum  pada Pengadilan Agama  Pontianak 

Kelas I-A. Menyelesaikan pendidikan S.1 di 

Fakultas Ilmu Hukum Universitas Panca Bhakti 

Pontianak  Tahun  2000.   
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6. PANITERA MUDA  

Selain Wakil Panitera, Panitera juga dibantu oleh 3 (tiga) orang Panitera Muda 

yakni : 

 

Panitera Muda Gugatan dijabat oleh  Yuni Syahbani, 

SHI.   Lahir di  Pontianak tanggal 10 Juni 1983. Dilantik 

pada tanggal 1 Februari 2018. Menyelesaikan 

pendidikan S.1 di STIS Pontianak  Tahun 2008 

 

 

Panitera Muda Permohonan dijabat oleh Yayuk Nurul 

Afidah, SH. Lahir di  Jember   tanggal 26 Mei 1982.   

Dilantik pada tanggal 21 Desember 2018. 

Menyelesaikan pendidikan S.1 di Fakultas Hukum 

Universitas Tanjung Pura Pontianak  Tahun 2004 

 

 

Panitera  Muda Hukum  dijabat oleh  Mariadi, SHI. Lahir 

di Setepuk Kecil  tanggal 3 Agustus 1976.  Dilantik pada 

tanggal 7 Juli 2017. Sebelumnya Panitera Muda Hukum 

Pengadilan Agama Sintang. Menyelesaikan pendidikan 

S.1 di STIS Syarif Abdurrahman Pontinak tahun 2004.   

 

 

7. PANITERA PENGGANTI  

 

Pada  Pengadilan Agama Bengkayang   terdapat 

seorang Panitera Pengganti  yaitu  Purmaningsih, 

SHI.  Lahir di Singkawang  tanggal 15 Desember 1987. 

Dilantik pada tanggal 1 Maret 2016. Menyelesaikan 

pendidikan S.1 di  STIS Tahun 2010.  
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8. JURUSITA/JURUSITA  PENGGANTI  

 

Pada Pengadilan Agama Bengkayang  terdapat 

seorang Jurusita yakni Wahyu Indradinata Lahir di  

Mempawah tanggal 16 Mei 1978.  Dilantik pada 

tanggal 28 Mei 2018,  sebelumnya Jurusita 

Pengganti   pada Pengadilan Agama  Bengkayang.  

Menyelesaikan pendidikan SMA Tahun  1996 

 

9. SEKRETARIS 

Dalam  melaksanakan  tugasnya  di bidang kesekretariatan, Ketua  Pengadilan 

Agama Bengkayang  dibantu oleh  seorang Sekretaris.  

 

Sekretaris Pengadilan Agama Bengkayang di dijabat 

oleh Abdul Ghoni, S.Ag, SHI  Lahir di Pontianak 

tanggal 1 Maret 1975. Dilantik pada tanggal 29 

Januari 2018,  sebelumnya Sekretaris  pada 

Pengadilan Agama  Sintang.  Menyelesaikan 

pendidikan S.1 di STAIN Pontianak Tahun 1999 dan  

STIS Pontianak  Tahun 2007 

 

10. KEPALA  SUB. BAGIAN 

Sekretaris dibantu  oleh 3 (tiga) orang Kepala Sub.  Bagian  yang  terdiri dari : 

 

Kepala Sub. Bagian Kepegawaian, Organisasi dan 

Tatalaksana, dijabat oleh  Juanti, SE.   Lahir di 

Pontianak tanggal 1 Nopember 1978.  Dilantik pada 

tanggal 29 Desember 2015,  sebelumnya Kaur  

Keuangan pada Pengadilan Agama  Bengkayang. 

Menyelesaikan pendidikan S.1 di Fakultas Ekonomi 

Untan Pontianak Tahun 2002.  
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Kepala Sub. Bagian Umum dan Keuangan   dijabat 

oleh Ali.  Lahir di  Buluh Enggadang (Tebas)    

tanggal 4 Mei 1965.    Dilantik pada tanggal 29 

Desember 2015,  sebelumnya Kaur Umum pada 

Pengadilan Agama  Bengkayang. Menyelesaikan 

pendidikan MAN  tahun  1985 

 

 

Kepala  Sub. Bagian Perencanaan TI dan Pelaporan 

di jabat oleh  Yudhi Septiandy, ST Lahir di  

Pontianak  tanggal 28 September 1986.   Dilantik 

pada tanggal 26 Februari 2019. sebelumnya 

Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama 

Mempawah. Menyelesaikan pendidikan S.1 di 

Untan Pontianak Fakultas Teknik  Tahun 2010 

11. STAF 

Selain Pejabat Struktural dan Fungsional tersebut di atas,  pada Pengadilan Agama 

Bengkayang terdapat  4 (empat)  orang staf yaitu: 

 

Dodi Somawijaya, A.Md. Lahir di Pontianak  

tanggal 4 Desember 1984 Staff Umum dan 

Keuangan. Ditunjuk sebagai Bendahara 

Pengeluaran. Mutasi dari Pengadilan Agama 

Putussibau. Menyelesaikan pendidikan D-III 

Jurusan Manajemen Informatika  Tahun 2009.    
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Riki Dian Saputra, SHI. Lahir di Pringsewu tanggal 

10 Maret  1988.  Diangkat sebagai PNS/Cakim 

sesuai Surat Keputusan Sekma Nomor 1254 2019. 

Saat ini sedang melaksanakan Magang Cakim di 

Pengadilan Agama  Majalengka Wilayah PTA Jawa 

Barat. Menyelesaikan pendidikan S.1 di UIN Syarif 

Hidayatullah Jakarta  Tahun 2011 

 

Achmad Rifki Jalal Qolyubi, SHI.   Lahir di Bekasi  

tanggal 6 Januari 1994  di angkat sebagai 

PNS/Cakim sesuai Surat Keputusan Sekma Nomor 

1253 Tahun 2019. Saat ini sedang melaksanakan 

Magang Cakim di Pengadilan Agama  Sumedang 

wilayah PTA Jawa Barat. Menyelesaikan 

pendidikan S.1 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 

Jurusan Muamalat  Tahun 2015 

 

H. Asim.  Lahir di Sosok pada tanggal 12 Juni 1964  

Staff Umum dan Keuangan ini sebelumnya tugas di  

Pengadilan Agama Sanggau. Menyelesaikan 

pendidikan SMP (Uper) pada Tahun 1992.  

 

 

12. TENAGA  HONORER 

Pada Pengadilan Agama Bengkayang terdapat 8 (Delapan)   orang  pegawai 

honorer   yaitu: 
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Taufiq Hidayat 

Lahir di  Semudun pada tanggal 28 Oktober 1987 

di angkat sebagai tenaga honorer (Scurity) sejak 

2013 Pendidikan terakhir SMA. 

 

Deddy Prianto. Lahir di  Jongkong pada tanggal 30 

Nopember 1984 di angkat sebagai tenaga honorer 

(Security) sejak 1 Desember 2018 Pendidikan 

terakhir SMK Tahun 2002 

  

 

Abid Fatoni, S.Pd. Lahir di  Serdang  pada tanggal 

26 Oktober 1995  diangkat sebagai tenaga 

honorer (Scurity) sejak 1 Desember 2018 

Pendidikan terakhir  S1 STKIP Singkawang tahun 

2019.  

 

 

Sukman, S.Pd. Lahir di  Bengkulu pada tanggal 10 

Oktober 1989 di angkat sebagai tenaga honorer  

Pramubhakti  sejak 2018 Pendidikan terakhir  S.1 

IKIP Pontianak. 
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Sulistiono, S.ST. Lahir di  Sedau pada tanggal 2 

Agustus 1993 di angkat sebagai tenaga honorer 

Pramubhakti sejak 2018 Pendidikan terakhir D.IV 

Akutansi Politeknik Negeri Pontianak 

 

Vikawati, A.Md. Lahir di  Nanga Gonis pada 

tanggal 31 Oktober 1991 di angkat sebagai tenaga 

honorer Pramubhakti  sejak 1 Desember 2018  

Pendidikan terakhir D III  Keperawatan STIKES 

Muhammadiyah Pontianak. 

   

 

Nadila. Lahir di  Bengkayang  pada tanggal 16 

April 2000 di angkat sebagai tenaga honorer 

Pramubhakti sejak 1 Desember 2018 Pendidikan 

terakhir SLTA Bengkayang. 

 

 

   

 

Sunardi.  Lahir di  Semangak pada tanggal 14 Mei 

1996 di angkat sebagai tenaga honorer Driver 

sejak 1 Desember 2018 Pendidikan terakhir SLTA   

Bengkayang. 

  

 

 

 

Sejak berdirinya sampai dengan saat ini Pengadilan Agama Bengkayang  telah mengalami 
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penggantian pucuk pimpinan sebanyak 7 (tujuh) kali yakni:  

 

  

Drs.  Abdul Fatah 
08-09-  2001 s/d 21 -09- 2004 

Drs. Ilham Suhrowardi 
22 -09- 2004  s/d 12 -06- 2006 

  

  
Dra. Syamsiah, MH   

12 – 12- 2007 s/d  28-10-2009 
Rustam A. Kaderi, SH  

 29-10- 2009  s/d 07 – 12- 2011 
  

  
Drs. Sanusi   

07- 11- 2012 s/d  14-09 2016    
Nurjanah, SH, MH   

  15-09- 2016 s/d  07 -09-2017   
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Hj. Andriani, S.Ag 

23-03-2018 -  sampai sekarang. 
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BAB II 

KEADAAN PERKARA 

 

A. Keadaan Perkara di Pengadilan Agama Bengkayang  

➢ Keadaan Perkara Tingkat Pertama 

Di tahun 2018, sisa perkara Pengadilan Agama Bengkayang yang belum dapat 

diselesaikan sebanyak 15 perkara dengan perincian sebagai berikut : 

- Perkara Cerai Talak  = 6 perkara 

- Perkara Cerai Gugat  = 9  perkara 

Jumlah =    15  perkara 

Perincian sisa perkara tersebut dapat dilihat pada grafik di bawah ini : 

 

Gambar 2.1 – Sisa Perkara Tahun 2018 
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Pada tahun 2019 Pengadilan Agama Bengkayang menerima 139 perkara (118 

perkara gugatan dan 21 perkara permohonan) dengan perincian sebagai berikut : 

a. Perkara gugatan 

- Cerai Talak = 22 perkara 

- Cerai Gugat = 96 perkara 

Jumlah =   118 Perkara 

b. Perkara Permohonan 

- Istbat Nikah  = 12 perkara 

- Dispensasi Kawin =   6 perkara 

- Perwalian =   1 perkara 

- Wali Adhol =        1 perkara 

- Penetapan Ahli Waris =    1 perkara 

Jumlah  = 21 perkara 

 

Perincian perkara yang diterima Pengadilan Agama Bengkayang sepanjang tahun 

2019 dapat dilihat pada table di bawah ini : 

 

 

Gambar 2.2 – Perkara Diterima Tahun 2019 
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➢ Keadaan Perkara Tingkat Banding 

 

1
24/Pdt.G/2019/PA.

Bky
05/10/2019

14/Pdt.G/2019/PT

A.Ptk
Cerai Gugat 07/08/2019

Dibatalkan 

dengan 

mengadili  

sendiri 

mengabulkan 

gugatan 

Penggugat/Pemb

anding

No. Jenis Perkara Putusan Banding KetNo. Perkara PA
No. Perkara 

Banding
Tanggal Banding

Tanggal 

Putusan 

Banding

 

Tabel 2.1 – Perkara Yang Diajukan Upaya Hukum Banding 

 

Pada tahun 2019 Pengadilan Agama Bengkayang menerima satu perkara banding 

yakni perkara gugatan cerai nomor : 24/Pdt.G/2019/PA.Bky. Perkara tersebut didaftar 

pada tanggal 6 Maret 2019 dan diputus oleh Hakim Tingkat pertama pada tanggal         7 

Mei 2019 dengan amar menolak gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat. 

Atas putusan tersebut Penggugat mengajukan banding dengan akta banding 

tertanggal 10 Mei 2019, berkas tersebut pada tanggal 10 Juni 2019 telah dikirim ke 

Pengadilan Tinggi Agama Pontianak dan telah diregister oleh Pengadilan Agama 

Pontianak dengan nomor perkara : 14/Pdt.G/2019/PTA.PTK serta telah diputus oleh 

Pengadilan Agama Pontianak pada tanggal 8 Juli 2019 dengan amar membatalkan 

putusan Pengadilan Agama Bengkayang nomor 24/Pdt.G/2019/PA.Bky tanggal 7 Mei 

2019 dan dengan mengadili sendiri mengabulkan gugatan cerai 

Penggugat/Pembanding. 

 

➢ Keadaan Perkara Tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali  

Pada tahun 2019, Pengadilan Agama tidak menerima perkara yang dimohonkan 

kasasi dan Peninjauan Kembali. 
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B. Penyelesaian Perkara  

➢ Jumlah sisa perkara yang diputus: 

Semua sisa perkara tahun 2018 yakni sebanyak 15 perkara (6 perkara cerai talak 

dan 9 perkara cerai gugat) telah diputus oleh Pengadilan Agama Bengkayang selama 

kurun waktu tahun 2019. Seperti dapat dilihat pada table berikut ini : 

 

Gambar 2.3 - Sisa Perkara Tahun 2018 Yang diputus Tahun 2019 

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa sisa perkara tahun 2018 yang diputus 

tahun 2019 pada Pengadilan Agama Bengkayang persentasenya mencapai 100 %.  

 

➢  Jumlah Perkara yang diputus tepat waktu 

Pengadilan Agama Bengkayang pada tahun 2019 menangani total 154 perkara 

yang terdiri dari 15 perkara sisa tahun 2018 dan 139 perkara yang diterima pada tahun 

2019. Dari jumlah tersebut Pengadilan Agama Bengkayang telah memutus 142 perkara 

atau sebanyak 92,20 %. Jadi sisa perkara tahun 2019 yang belum diputus sebanyak 12 

perkara. Sebagaimana terlihat pada table berikut ini : 
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Gambar 2.4 – Jumlah Perkara Yang Ditangani dan Diputus Tahun 2019 

Untuk lebih rinci jenis perkara yang ditangani, diputus dan sisa tahun 2019, dapat dilihat 

pada table beriku ini : 

 

Gambar 2.5 – Jumalah Perkara Yang Ditangani, Diputus dan Sisa Tahun 2019 

Dari total jumlah perkara yang diputus tahun 2019 sebanyak 142 perkara semuanya 

diputus tidak lebih dari 5 (lima) bulan, sehingga bisa dikatakan bahwa semua perkara tersebut 

diputus tepat waktu seseuai dengan SEMA nomor 2 tahun 2014. Yang mengatakan 

penyelesaian perkara pada tingkat pertama paling lambat 5 (lima) bulan. 
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No.
Klasifikasi 

Perkara
Jumlah Putus s/d 3 bulan 3 s/d 5 bulan lebih dari 5 bulan Jumlah

Gugatan

1  Cerai Talak 25 21 4 0

2 Cerai Gugat 96 74 22 0

Permohonan

1 Isbat Nikah 12 12 0 0

2
Dispensasi 

Kawin
6 6 0 0

3 Perwalian 1 1 0 0

4 Wali Adhol 1 1 0 0

5
Penetapan Ahli 

Waris 1 1 0
0

142 116 26 0Jumlah  

Tabel 2.2 – Tingkat Penyelesaian Perkara Tepat Waktu 

 

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat penyelesaian perkara tepat 

waktu pada Pengadilan Agama Bengkayang persentasenya mencapai 100 %.  

 

➢ Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, Kasasi dan PK 

Dari total perkara yang di putus tahun 2019 sebanyak 142 perkara hanya ada 1 

(satu) satu perkara yang mengajukan upaya hukum banding dan tidak ada yang 

mengajukan upaya hukum kasasi maupun peninjauan kembali. 

No Klasifikasi
Perkara 

Putus
Banding

Tidak 

Banding
Kasasi

Tidak 

Kasasi
PK Tidak PK Ket

Gugatan

1  Cerai Talak 25 0 25 0 25 0 25

2 Cerai Gugat 96 1 95 0 96 0 96

Permohonan

1 Isbat Nikah 12 0 12 0 12 0 12

2
Dispensasi 

Kawin
6 0 6 0 6 0 6

3 Perwalian 1 0 1 0 1 0 1

4 Wali Adhol 1 0 1 0 1 0 1

5
Penetapan 

Ahli Waris
1 0 1 0 1 0 1

142 1 141 0 142 0 142Jumlah
 

Tabel 2.3 – Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum  
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Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa hampir semua pihak yang berperkara 

puas terhadap putusan pengadilan Agama Bengkayang dengan mencapai prosentase 

sebesar 99, 30 % dan hanya sedikit sekali yang tidak puas sehingga mengajukan upaya 

hukum banding sebesar 0.70 %.  

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa tidak ada pihak yang mengajukan 

upaya hukum kasasi terhadap putusan pengadilan Agama Bengkayang dengan 

prosentase sebesar 100 % dan.  

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa tidak ada pihak yang mengajukan 

upaya hukum peninjaun kembali terhadap putusan pengadilan Agama Bengkayang 

dengan prosentase sebesar 100 % dan.  

 

➢ Sisa Perkara Tahun 2019 

Di akhir tahun 2019, terdapat sisa perkara yang belum dapat diselesaikan yakni 

sebanyak 12 perkara (Gugatan: 12 perkara, Permohonan : 0 perkara). Dari sisa 12 

perkara tersebut 9 diantaranya perkara Ghaib.  Adapun rincian jenis perkara yang 

belum dapat diselesaikan pada tahun 2019 dapat dilihat pada grafik di bawah ini : 

 

Gambar 2.5 - Grafik Perkara Gugatan Yang Belum Diselesaikan Tahun 2018 

 

➢ Jumlah Perkara Perdata Yang Berhasil Di Mediasi 

Jumlah perkara di Pengadilan Agama Bengkayang pada tahun 2019 yang dapat 

diselesaikan melalui mediasi adalah sebagai berikut : 
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1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 1              25       26          -               -            1               1         25        -          -          

No.
Sisa Mediasi 

Tahun Lalu

Perkara 

Mediasi

Jumlah 

Perkara Yang 

Dimediasi 

(3+4)

Mediasi 

Berjalan          

(5 - 

(9+10+11)

Berhasil

Tidak    

Berhasil

Tidak 

Dapat 

Dilaksanak

an

Berhasil 

Seluruhnya

Berhasil 

Sebagian

Penetapan 

Pencabutan

Jumlah     

(6+7+8)

PENYELESAIAN MEDIASI

 

Tabel 2.4 - Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi 

 

C. Akreditasi Penjaminan Mutu ( Sertifikat ISO Pengadilan ) 

        Dalam rangka peningkatan layanan kepada Para Pencari Keadilan oleh 

Pengadilan Agama telah dilakukan berbagai upaya peningkatan mutu dan kinerja 

antara lain dengan pembakuan dan pengembangan Akreditasi Penjaminan Mutu dan 

upaya perbaikan kinerja yang berkesinambungan baik dalam pelayanan Administrasi 

Manajemen, Kesekretariatan dan Kepaniteraan. 

         Akreditasi Penjaminan Mutu merupakan salah satu mekanisme regulasi yang 

bertujuan untuk mendorong upaya peningkatan mutu dan kinerja pelayanan 

Pengadilan Agama. Pada Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Agama, terdapat 

peran Pengadilan Tinggi Agama sebagai pembina Pengadilan Agama, peran lembaga 

independen penyelenggara Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Agama sebagai 

penyelenggara Akreditasi Penjaminan Mutu dan peran Pusat sebagai regulator. 

Penyelenggaraan Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Agama yang dilakukan oleh 

lembaga independen tersebut meliputi tahapan Asesmen dan tahapan penetapan 

Akreditasi Penjaminan Mutu.  

         Pelaksanaan Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Agama dilakukan oleh 

Komite Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) Pengadilan Agama yang ditetapkan oleh 

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. 

        Objek dalam pelaksanaan dan penerapan Akreditasi Penjaminan Mutu ini adalah 

Pengadilan Agama sesuai dengan Peraturan. Unsur yang dinilai dalam pelaksanaan 
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Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iah meliputi : 1) 

administrasi manajemen, 2) administrasi kesekretariatan, 3) administrasi sarana 

prasarana dan 4) administrasi kepaniteraan. 

         Sejak awal Tahun 2019 Pengadilan Agama Bengkayang sudah beberapa kali 

menetapkan Tim Akreditasi Penjaminan Mutu sehubungan dengan adanya mutasi dan 

promosi baik Hakim maupun Pegawai sehingga Pengadilan Agama Bengkayang 

berdasarkan SK ketua menetapkan kembali Tim Akreditasi Penjaminana Mutu 

(perubahan kedua) Nomor W14-A8/741/OT.01.3/VII/2019 tanggal 2 Juli 2019. Tim 

tersebut sudah melaksanakan kegiatan sesuai tugas tugas dan fungsinya masing-

masing sesuai dengan standar Akreditasi Penjaminan Mutu. Hasil pelaksanaan tersebut 

telah dievaluasi dan dinilai oleh Asesor Internal pada tanggal 26 sampai 27 Agustus 

2019; 

         Asesmen Eksternal Akreditasi Penjaminan Mutu dilakukan oleh Asesor Akreditasi 

Penjaminan Mutu yang kompeten untuk melakukan Asesmen Akreditasi Penjaminan 

Mutu secara objektif yang didasarkan pada standar dan poin penilaian yang ada pada 

standar Akreditasi Penjaminan Mutu yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Badan 

Peradilan Agama.        

Hasil dari asesmen eksternal dikirimkan kepada Komite Akreditasi Penjaminan 

Mutu Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama untuk diverifikasi dan ditetapkan 

untuk mendapatkan Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Agama. 

Selanjutnya berdasarkan hasil penilaian Asesor Eksternal yang telah diverifikasi, maka 

Komite Akreditasi Penjaminan Mutu menetapkan serta mengumumkan bahwa 

Pengadilan Agama Bengkayang  memperoleh Akreditasi “A Excellent”. 

Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Agama Bengkayang 

diserahkan langsung oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 29 

Nopember 2017 di Makassar, bersamaan dengan penyerahan Sertifikat Akreditasi 

Pengadilan pada lingkungan Peradilan Umum, Militer dan Tata Usaha Negara. 
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Pada Tahun 2018  Pengadilan Agama Bengkayang dilakukan Surveilance Pertama  

Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) oleh TIM Assesor dari Mahkamah Agung RI pada 

tanggal 16 s/d 17 November 2018. Begitu juga pada Tahun 2019 Pengadilan Agama 

Bengkayang sudah dilakukan Observasi Emplementasi Akreditasi Penjaminan Mutu 

(APM) oleh TIM Assesor dari Pengadilan Tinggi Agama Pontianak pada tanggal 13 

November 2019. 

 

➢ POS BANTUAN HUKUM ( POSBAKUM ) 

Di tahun 2019  ini, Pengadilan Agama Bengkayang belum mendapat alokasi 

anggaran untuk pelaksanaan Posbakum. Melihat jumlah perkara yang terus 

meningkat setiap tahunnya, peran Posbakum sangatlah penting. Untuk itu, 

Pengadilan Agama Bengkayang terus berusaha untuk mengajukan anggaran 

Posbakum melalui Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL) 

setiap tahunnya. 

 

➢ SIDANG KELILING / PELAYANAN TERPADU 

Pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan amat penting peranannya bagi 

masyarakat di wilayah Kabupaten Bengkayang. Sejak berpidahnya Kantor Pengadilan 

Agama Bengkayang di Bengkayang sejak bulan November 2018 dan sejak Tahun 2019 

Pengadilan Agama Bengkayang membuka balai sidang di Kecamatan Sanggau Ledo 

dan Kecamatan Capkala Kabupaten Bengkayang  guna mempermudah akses 

transportasi bagi masyarakat di wilayah tersebut. 

Dengan anggaran yang diberikan oleh Pemerintah sebesar Rp. 30.000.000,- 

(tiga puluh juta rupiah), sepanjang tahun 2019 Pengadilan Agama Bengkayang telah 

melaksanakan sidang keliling sebanyak 21  kali dengan jumlah perkara  sebanyak 43 

perkara. Adapun perbandingan antara target dan realisasi output pelaksanaan sidang 

keliling Tahun Anggaran 2019  dapat dilihat pada grafik di berikut ini : 
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Gambar 2.6 - Grafik Perbandingan Antara Target dan Realisasi Pelaksanaan Sidang Keliling 

 

Sedangkan untuk sidang Terpadu Pengadilan Agama Bengkayang belum 

melaksanakannya. 

 

➢ PERKARA PRODEO (PEMBEBASAN BIAYA PERKARA) 

Setiap tahunnya, Pengadilan Agama Bengkayang mendapat alokasi anggaran 

untuk pembebasan biaya perkara (prodeo) bagi masyarakat yang kurang mampu di 

wilayah Kabupaten Bengkayang. Anggaran yang diberikan oleh Pemerintah sebesar 

Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk layanan perkara prodeo. Dari 

jumlah anggaran yang diterima tersebut, jumlah perkara prodeo yang dilayani di 

Pengadilan Agama Bengkayang sebanyak 4 perkara dari target sebanyak 10 perkara. 

Adapun perbandingan antara target dan realisasi output pelaksanaan perkara prodeo 

Tahun Anggaran 2019 dapat dilihat pada grafik di bawah ini : 
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Gambar 2.7 - Grafik Perbandingan Antara Target dan Realisasi Pelaksanaan Perkara Prodeo 

Adapun penjelasan Target tidak sesuai dengan Realisasi perkara prodeo 

dikarenakan untuk radius biaya panggilan pada PA.Bengkayang tidak bisa dipatok 

sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) perkara, 

namun berkisar sebesar Rp.875.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)  

untuk 1 (satu) perkara, sehingga dana yang tersedia hanya mencukupi untuk 

menerima perkara prodeo sebanyak 4 (empat) perkara. 
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BAB III 

SUMBER DAYA MANUSIA 

 

Pengembangan pada aspek manajemen pelayanan, harus disertai dengan dukungan 

aspek manajemen Sumber Daya Manusia (SDM), tanpa dukungan ini reformasi manajemen 

pelayanan mustahil dapat diimplementasikan secara baik. 

Pengadilan Agama Bengkayang agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya 

dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan, maka selain ditunjang dan didukung oleh 

sarana dan prasarana yang memadai, maka perlu pula dilengkapi dan didukung oleh 

sumber daya manusia yang berkualitas dan kuantitas yang mencukupi, serta sumber daya 

manusia yang benar-benar mempunyai integritas dan dedikasi tinggi dalam menjalankan 

tugasnya. 

➢ Tenaga Teknis Yudisial 

Dalam periode tahun 2019 dapat digambarkan keadaan sumber daya manusia 

bidang teknis yudisial yang terdiri dari : 

a. 1  (satu ) orang Ketua, 

b. 1  (satu ) orang Wakil Ketua, 

c. 1  (satu ) orang Hakim, 

d. 1 (satu) orang Panitera, 

e. 1 (satu) orang Wakil Panitera, 

f. 3 (tiga) orang Panitera Muda, 

g. 1 (satu) orang Panitera Pengganti, 

h. 1 (satu) orang Jurusita. 

Untuk lebih jelasnya keadaan sumber daya manusia bidang teknis yudisial 

berdasarkan golongan dapat dilihat tabel berikut ini : 
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No. Jabatan 

Pangkat/Golongan Ruang 

IV III II I 

a b c d a b c d a b c d a b c d 

1. Ketua 1 - - - - - - - - - - - - - - - 

2. Wakil Ketua - - - - - - - 1 - - - - - - - - 

3. Hakim - - - - - - 1 - - - - - - - - - 

4. Panitera - - - - - - - 1 - - - - - - - - 

5. Wakil Panitera - - - - - - - 1 - - - - - - - - 

6. Panitera 

Muda 

- - - - - 1 1 1 - - - - - - - - 

7. Panitera Pengganti - - - - - 1 - - - - - - - - - - 

8. Jurusita - - - - - - - - - - - 1 - - - - 

9. Jurusita Pengganti - - - - - - - - - - - - - - - - 

10. Staf - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

Tabel 3.1 Keadaan Tenaga Teknis Yudisial 

Sumber data : Sub Bagian Kepegawaian PA Bengkayang 

➢  Tenaga Non Teknis Yudisial 

Untuk sumber daya manusia bidang non teknis yudisial, Ketua juga dibantu 

oleh : 

a. 1 (satu) orang Sekretaris,  

b. 3 (tiga) orang Kepala Sub Bagian, dan 

c. 4 (empat) orang Staf. 
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Adapun tabel keadaan sumber daya manusia bidang non teknis yudisial dapat 

dilihat di bawah ini : 

No. Jabatan 

Pangkat/Golongan Ruang 

IV III II I 

a b c d a b c d a b c d a b c d 

1. Sekretaris - - - - - - 1 - - - - - - - - - 

2. Kepala Sub. Bagian - - - - - - 2 1 - - - - - - - - 

3. Staf - - - - 3 - - - - 1 - - - - - - 

 

Tabel 3.2 – Keadaan Sumber Daya Manusia non teknis Yudisial 

Sumber data : Sub Bagian Kepegawaian PA Bengkayang 

Di tahun 2019 ini, Pengadilan Agama Bengkayang tidak memperoleh CPNS. 

Adapun Kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) Pengadilan Agama Bengkayang 

periode Desember 2019 dapat di lihat pada grafik-grafik di bawah ini :  

 

Gambar 3.1 – Grafik SDM Pengadilan Agama Bengkayang Berdasar Pendidikan 

Sumber data : Sub Bagian Kepegawaian PA Bengkayang 

 

0

1

9

4
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S-2 Agama S-2 Umum S-1 Agama S-1 UmumSarjana MudaSLTA AgamaSLTA Umum SLTP Agama SLTP Umum

Grafik Sumber Daya Manusia pada PA 
Bengkayang berdasarkan Tingkat Pendidikan
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Gambar 3.2 – Grafik SDM Pengadilan Agama Bengkayang Berdasar Jenis Kelamin 

Sumber data : Sub Bagian Kepegawaian PA Bengkayang 

 Adapun profil lengkap sumber daya manusia pada Pengadilan Agama Bengkayang 

dapat dilihat dalam tabel berikut ini : 

Tabel 3.3 - Profil Sumber Daya Manusia Pengadilan Agama Bengkayang Tahun 2019 
 

No Nama Pegawai 
Jabatan / 
Unit Kerja 

Riwayat Mutasi 

1. 
 

Nama 
NIP 
Gol/Ruang 
Tempat & Tgl Lahir 
Jenis Kelamin 
Pendidikan Terakhir 

: 
: 
: 
: 
: 
: 

Andriani, S.Ag. 
19720627 200003 2 001 
01/04/2016, IV/a  
Merapi, 27/06/1972  
P 
S1 – PERADILAN AGAMA 1998 
 

Ketua 
PA. Bengkayang 

01-Mar-00 
01-Mei-01 
30-Jan-03 
23-Jun-04 
03-Sep-04 
30-Jun-08 

 
31-Jul-09 

09-Nov-10 
22-Mar-16 
26-Sep016 
23-Mar-18 

CPNS PA. Sanggau 
PNS PA. Sanggau 
Kasubbag Umum PA. SANGGAU 
Panitera Pengganti 
Staf PTA PONTIANAK 
Panitera Pengganti PA. PONTIANAK 
Hakim PA. TAHUNA 
Hakim PA. SANGGAU 
Hakim PA. MEMPAWAH 
Wakil Ketua PA. BENGKAYANG 
Ketua PA. BENGKAYANG 
 

2. 
 

Nama 
NIP 
Gol/Ruang 
Tempat & Tgl Lahir 
Jenis Kelamin 
Pendidikan Terakhir 

: 
: 
: 
: 
: 
: 

Muhlis, S.H.I., M.H. 
19770107.200502.1.003 
01/04/2017, III/d 
Penggalangan, 07/01/1977 
L 
S2  – HUKUM ISLAM 2001 
 

Wakil Ketua 
PA. Bengkayang 

01-Feb-05 
03-Apr-06 

 
25-Agu-08 
29-Mei-19 

 

CPNS/Cakim PA. SIMALUNGUN 
Kaur Kpegawaian  PA. KABANJAHE 
Hakim PA. KOTA BARU 
Hakim PA. NUNUKAN 
Hakim PA. BENGKAYANG 
 

3. 
 

Nama 
NIP 
Gol/Ruang 
Tempat & Tgl Lahir 
Jenis Kelamin 
Pendidikan Terakhir 

: 
: 
: 
: 
: 
: 

M. Lukman Hakim, S.Ag. 
19770204.200904.1.002 
01/04/2013, III/b 
Medan, 02/02/1977 
L 
S1  – HUKUM ISLAM 2001 
 

Hakim 
PA. Bengkayang 

01-Apr-09 
01-Sep-19 
30-Nov-11 
01-Mar-16 

 

Cpns/Cakim PA. MEDAN 
Pns/Cakim PA. MEDAN 
Hakim PA. MEMPAWAH 
Hakim PA. BENGKAYANG 
 

4. 
 

Nama 
NIP 
Gol/Ruang 
Tempat & Tgl Lahir 
Jenis Kelamin 

: 
: 
: 
: 
: 

H. Muhammadiyah, S.Ag. 
19700204.199903.1.001 
01/04/2011, III/d 
Peniti Luar, 04/02/1970 
L 

Panitera 
PA. Bengkayang 

01-Mar-99 
01-Agu-00 
26-Sep-01 

 
01-Juli-02 

Cpns PA. SINTANG 
Pns PA. SINTANG 
Kepala Sub Bagian Kepegawaian 
PA. SAMBAS 
Jurusita Pengganti PA. SAMBAS 

12

6

Grafik sumber daya manusia PA Bengkayang 
berdasarkan
Jenis Kelamin

Laki-Laki Perempuan
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Pendidikan Terakhir : S1 - HUKUM PERDATA 1991 
 

30-Jan-03 
28-Apr-04 
21-Sep-06 
30-Jun-08 
23-Jun-10 

 
23-Des-15 
10-Agu-16 

 

Kaur. Kepegawaian PA. SAMBAS 
Panitera Pengganti PA. SAMBAS 
Panmud. Hukum PA. SAMBAS 
Wakil Panitera PA. MEMPAWAH 
Panitera / Sekretaris PA. SANGGAU 
Panitera PA. SANGGAU 
Panitera PA. BENGKAYANG 
 

5. Nama 
NIP 
Gol/Ruang 
Tempat & Tgl Lahir 
Jenis Kelamin 
Pendidikan Terakhir 

: 
: 
: 
: 
: 
: 

Abdul Ghoni, S. Ag., S.H.I. 
19750301.200212.1.004 
01/04/2016, III/c 
Pontianak, 01/03/1975 
L 
S1 - AL-AHWAL AL-SYAKHSIYAH 
2007 

Sekretaris 
PA. Bengkayang 

01-Des-02 
01-Mei -03 
03-Sep-04 
01-Jan-05 
01-Mei-09 
28-Okt-11 
28-Des-15 
29-Jan-18 

 

Cpns PA. SINTANG 
Pns PA. SINTANG 
Jurusita Pengganti PA. SINTANG 
Bendaharawan PA. SINTANG 
Kaur. Keuangan PA. SINTANG  
Wakil Sekretaris PA. SINTANG 
Sekretaris PA. SINTANG 
Sekretaris PA. BENGKAYANG 
 
 

6. 
 

Nama 
NIP 
Gol/Ruang 
Tempat & Tgl Lahir 
Jenis Kelamin 
Pendidikan Terakhir 

: 
: 
: 
: 
: 
: 

M. Noviar  Ach. H., S.H. 
19641114.198703.1.002 
01/10/2011, III/d 
Pontianak, 14/11/1964 
L 
S1 - ILMU HUKUM 2000 
 

Wakil Panitera 
PA. Bengkayang 

01-Mar-87 
01-Agu-88 
16-Jul-90 

 
01-Des-93 

 
29-Mei-03 

 
30-Agu-05 

 
31-Jan-12 

 
20-Jun-14 

 

Cpns PA. MEMPAWAH 
Pns PA. MEMPAWAH 
Panitera Muda Permohonan PA. 
MEMPAWAH 
Panitera Pengganti PA. 
MEMPAWAH 
Panitera Muda Hukum PA. 
MEMPAWAH 
Panitera Muda Gugatan PA. 
PONTIANAK 
Panitera Muda Hukum PA. 
PONTIANAK 
Wakil Panitera PA. BENGKAYANG 
 

7. 
 

Nama 
NIP 
Gol/Ruang 
Tempat & Tgl Lahir 
Jenis Kelamin 
Pendidikan Terakhir 

: 
: 
: 
: 
: 
: 

Mariadi, S.H.I. 
19760803.199703.1.005 
01/04/2018, III/d 
Setapuk Kecil, 03/08/1976 
L 
S1 - AHWAL SYAKHSYIYAH 2004 
 

Panmud Hukum 
PA. Bengkayang 

01-Mar-97 
01-Mar-98 
17-Jul-00 

 
30-Nov-04 
02-Mei-05 

 
26-Agu-13 

 
07-Jul-17 

 
 

Cpns PA. SINTANG 
Pns PA. SINTANG 
Juru Sita Pengganti PA. SINTANG 
Panitera Pengganti PA. SINTANG 
Panitera Muda Permohonan PA 
SINTANG 
Panitera Muda Hukum PA. 
SINTANG 
Panitera Muda Hukum PA. 
BENGKAYANG 
 

8. 
 

Nama 
NIP 
Gol/Ruang 
Tempat & Tgl Lahir 
Jenis Kelamin 
Pendidikan Terakhir 

: 
: 
: 
: 
: 
: 

Yuni Syahbani, S.H.I. 
19830610.201101.2.012 
01/04/2019, III/c 
Mempawah, 10/06/1983 
P 
S1 - AHWAL SYAKHSYIYAH 2008 
 

Panmud Gugatan 
PA. Bengkayang 

01-Jan-11 
01-Jul-12 

01-Mar-16 
 

01-02-18 
 
 

Cpns PA. BENGKAYANG 
Staf PA. BENGKAYANG 
Panitera Pengganti PA. 
BENGKAYANG 
Panitera Muda Gugatan PA. 
BENGKAYANG 

9. Nama 
NIP 
Gol/Ruang 
Tempat & Tgl Lahir 
Jenis Kelamin 
Pendidikan Terakhir 

: 
: 
: 
: 
: 
: 

Yayuk Nurul Afidah, S.H. 
19820526.201212.2.001 
01/04/2017, III/b 
Jember, 26/05/1982 
P 
S1 – ILMU HUKUM 2004 
 

Panmud Gugatan 
PA. Bengkayang 

01-Des-12 
01-Sep-14 
01-Agu-16 

 
01-Jun-18 

 
26-Des-18 

 
 

Cpns PA. PUTUSSIBAU 
PNS PA. PUTUSSIBAU  
Panitera Pengganti PA. 
PUTUSSIBAU 
Panitera Pengganti PA. 
BENGKAYANG 
Panitera Muda Permohonan PA. 
BENGKAYANG 
 
 

10. Nama 
NIP 
Gol/Ruang 
Tempat & Tgl Lahir 
Jenis Kelamin 
Pendidikan Terakhir 

: 
: 
: 
: 
: 
: 

Purmaningsih, S.H.I. 
19871215.200604.2.002 
01/04/2017, III/b 
Singkawang, 15/12/1987 
P 
S1 - AHWAL SYAKHSYIYAH 2010 

Panitera Pengganti 
PA. Bengkayang 

01-Apr-06 
01-Mei-07 
28-Jun-11 

 
19-Feb-13 
01-Mar-16 

Cpns PA. BENGKAYANG 
Pns PA. BENGKAYANG 
Juru Sita Pengganti PA. 
BENGKAYANG 
Staf PA. BENGKAYANG 



 

 37 

  Panitera Pengganti PA. 
BENGKAYANG 
 

12. 
 

Nama 
NIP 
Gol/Ruang 
Tempat & Tgl Lahir 
Jenis Kelamin 
Pendidikan Terakhir 

: 
: 
: 
: 
: 
: 

Wahyu Indradinata 
19780516.200604.1.003 
01/04/2018, II/d 
Mempawah, 16/05/1978 
L 
SLTA - IPA 1996 

 
 

Jurusita  
PA. Bengkayang 

01-Apr-06 
01-Sep-07 
28-Feb-08 

 
 
 
 
 

CPNS PA. BENGKAYANG 
PNS PA. BENGKAYANG 
Juru Sita Pengganti PA. 
BENGKAYANG 
Jurusita PA BENGKAYANG 
 

13. 
 

Nama 
NIP 
Gol/Ruang 
Tempat & Tgl Lahir 
Jenis Kelamin 
Pendidikan Terakhir 

: 
: 
: 
: 
: 
: 

Juanti, S.E. 
19781101.200604.2.003 
01/04/2014, III/d 
Pontianak, 01/11/1978 
P 
S1 - AKUNTANSI 2002 
 
 

Kasubbag 
Kepegawaian, 

Organisasi & Tata 
Laksana 

PA. Bengkayang 

01-Apr-06 
01-Mei-07 
01-Sep-08 
30-Sep-11 
01-Feb-12 

 
13-Mei-14 

 
29-Des-15 

 

CPNS PA. PUTUSSIBAU 
PNS PA. PUTUSSIBAU 
Kaur Umum PA. PUTUSSIBAU 
Staf PA. SANGGAU 
Kepala Urusan Kepegawaian PA. 
SANGGAU 
Kepala Urusan Keuangan PA. 
BENGKAYANG 
Kasubbag Kepegawaian, Organisasi 
& Tata Laksana PA. BENGKAYANG 
 

14. 
 

Nama 
NIP 
Gol/Ruang 
Tempat & Tgl Lahir 
Jenis Kelamin 
Pendidikan Terakhir 

: 
: 
: 
: 
: 
: 

A l i 
19650504.198802.1.001 
01/10/2016, III/c 
Buluh Enggadang, 04/05/1965 
L 
SLTA - IPS 1985 
 

Kasubbag Umum & 
Keuangan 

PA. Bengkayang 

01-Feb-88 
01-Jul-89 

31-Mei-90 
04-Apr-98 

 
24-Feb-03 
02-Apr-09 
31-Mei-11 
29-Des-15 

 

Cpns PA. SAMBAS 
Pns PA. SAMBAS 
Juru Sita Pengganti PA. SAMBAS 
Kaur Kepegawaian PA Singkawang 
Kaur Umum PA. BENGKAYANG 
Kaur Umum PA. MEMPAWAH 
Kaur Umum PA. BENGKAYANG 
Kasubbag Umum dan Keuangan PA. 
BENGKAYANG 
 

15. 
 

Nama 
NIP 
Gol/Ruang 
Tempat & Tgl Lahir 
Jenis Kelamin 
Pendidikan Terakhir 

: 
: 
: 
: 
: 
: 

H. Asim 
19640612.199303.1.004 
01/04/2009, II/b 
Sosok, 12/06/1964 
L 
SLTP - UPERS 1990 
 

Staf Subbag Umum 
dan Keuangan 

PA. Bengkayang 

01-Mar-93 
01-Jun-94 
05-Jul-01 
01-Jun-08 
05-Jun-09 

 

Cpns PTA PONTIANAK 
Pns PTA PONTIANAK 
Staf PA. PONTIANAK 
Staf PA. SANGGAU 
Staf PA. BENGKAYANG 
 

16. 
 

Nama 
NIP 
Gol/Ruang 
Tempat & Tgl Lahir 
Jenis Kelamin 
Pendidikan Terakhir 

: 
: 
: 
: 
: 
: 

H. Asim 
19640612.199303.1.004 
01/04/2009, II/b 
Sosok, 12/06/1964 
L 
SLTP - UPERS 1990 
 

Staf Subbag Umum 
dan Keuangan 

PA. Bengkayang 

01-Mar-93 
01-Jun-94 
05-Jul-01 
01-Jun-08 
05-Jun-09 

 

Cpns PTA PONTIANAK 
Pns PTA PONTIANAK 
Staf PA. PONTIANAK 
Staf PA. SANGGAU 
Staf PA. BENGKAYANG 
 

17. Nama 
NIP 
Gol/Ruang 
Tempat & Tgl Lahir 
Jenis Kelamin 
Pendidikan Terakhir 

: 
: 
: 
: 
: 
: 

Riki Dian Saputra, S.H.I. 
19880310.201712.1.002 
01/12/2017, III/a 
Pringsewu, 10/03/1988 
L 
S1 - AHWAL SYAKHSYIYAH 2011 
 

CPNS/Cakim 
PA. Bengkayang 

01-Des-17 
 

Cakim  PA. BENGKAYANG 
 

18. Nama 
NIP 
Gol/Ruang 
Tempat & Tgl Lahir 
Jenis Kelamin 
Pendidikan Terakhir 

: 
: 
: 
: 
: 
: 

A. Rifqi Jalaluddin Qolyubi,S.H.I. 
19940126.201712.1.003 
01/12/2017, III/a 
Bekasi, 26/01/1994 
L 
S1 - MUAMALAT 2015 
 

CPNS/Cakim 
PA. Bengkayang 

01-Des-17 
 

Cakim  PA. BENGKAYANG 
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1. Mutasi 

Dalam periode Tahun 2019 ini, terdapat beberapa pegawai Pengadilan Agama 

Bengkayang yang dimutasi berdasarkan hasil rapat Tim TPM Badilag MA RI maupun PTA 

Pontianak. Data mutasi tersebut dapat dilihat tabel berikut : 
 

NO NAMA JABATAN LAMA JABATAN BARU 

1 2 3 4 

 
 
1. 
 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
 
 
 
1. 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
  

A. MUTASI MASUK 
 
Yudhi Septiandy, S.T. 
NIP. 19860928 201101 1 016 
 
 
 
 
 
Muhlis, S.H.I., M.H. 
NIP. 19770107 200502 1 003 
 
 
 
 
Dodi Somawijaya, A.Md. 
NIP. 19841204 201101 1 008 
 
 
 
 

D. MUTASI KELUAR 
 
Arsyad, S.H.I. 
NIP. 19771028 200904 1 003 
 
 
 
Suryanto, S.H. 
NIP. 19730611 200604 1 001 
 
 
 
 
Siti Lisna Wati, A. Md. 
NIP. 19910816 201503 2 002 
 
 
 
 
 

 
 

Jurusita Pengganti 
PA. Mempawah 

 
 
 
 
 

Hakim 
 PA. Banjarbaru 

 
 
 
 

Jurusita Pengganti 
PA. Putussibau 

 
 
 
 
 
 
 

Hakim 
 
 
 
 

Juru Sita 
 
 
 
 

Staf Subbag Umum 
dan Keuangan 

 
 

 

 
 
Kasubbag. Perencanaan, Teknologi 
Informasi dan Pelaporan PA 
Bengkayang  berdasarkan SK Nomor: 
84/SEK/KP.1/SK/I/2019 tanggal 31 
Januari 2019. 
(TMT 26-02-2019) 
 
Wakil Ketua PA Bengkayang 
berdasarkan SK Nomor: 
74/KMA/SK/IV/2019 tanggal 25 April 
2019 
(TMT 22-05-2019) 
 
Staf PA Bengkayang berdasarkan SK 
Nomor:W14-A/1410/Kp.04.6/IX/ 2019 
tanggal 10 September 2019 
(TMT 01-10-2019) 
 
 
 
 
 
Hakim PA Putussibau berdasarkan SK 
Nomor: 74/KMA/SK/IV/2019 tanggal 25 
April 2019. 
(TMT 16-06-2019) 
 
Juru Sita PA Sisngkawang berdasarkan 
SK Nomor: 2255 Tahun 2019 
(TMT 16-06-2019) 
 
Pelaksana PTA Bandung berdasarkan SK 
Nomor: 834/SEK/Kp.I/SK/X/ 2019 
Tanggal 14 Oktober 2019 
(TMT 18-11-2019) 
 
 

Tabel 3.4 Data Mutasi Pegawai Pengadilan Agama Bengkayang 
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2. Promosi 

Berkaitan dengan promosi jabatan pada Pengadilan Agama Bengkayang Tahun 2019, 

berikut ini ialah tabel data pegawai yang mendapat promosi jabatan : 
3.  

NO NAMA JABATAN LAMA JABATAN BARU 

1 2 3 4 

1. 
 
 
 
 
 

Siti Lisna Wati, A. Md. 
 
 
 
 

Staf Subbag Umum 
dan Keuangan 

PA. Bengkayang 
 

 
 
 

Jurusita Pengganti PA. 
BengkayangNomorSK : W14-
A8/832/KP.04.6/VII/2019 tanggal 23 
Juli 2019. (TMT 26-07-2019) 
 
 

Tabel 3.5 - Data Promosi Pegawai Pengadilan Agama Bengkayang 

4. Pensiun 

 Dalam periode tahun 2019 ini, tidak ada  pegawai Pengadilan Agama Bengkayang 

yang pensiun karena belum memasuki batas usia pensiun. 

 

5. Diklat (Teknis/Non Teknis) 

NO NAMA JABATAN  
DIKLAT 

TEKNIS 

DIKLAT NON 

TEKNIS 

1 2 3 4 5 

1. 
 
 

2. 
 
 
 

Riki Dian Saputra, S.H.I. 
 
 
Achmad Rifqi Jalaluddin Qolyubi, 
S.H.I. 

Calon Hakim  
 
 
Calon Hakim 
 
 

- 
 
 
- 
 
 
 

 

Program PPC 
Terpadu 
 
Program PPC 
Terpadu 
 

Tabel 3.6 - Data Pegawai Pengadilan Agama Bengkayang Yang Mengikuti Diklat 
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BAB IV.  

PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA, DAN TEKNOLOGI 

 

A. PENGELOLAAN KEUANGAN  

1. Alokasi Pagu Anggaran 

Pada tahun anggaran 2019, Pengadilan Agama Bengkayang menerima dan 

mengelola anggaran sebesar Rp. 2.902.299.000,- (Dua milyar sembilan ratus dua juta dua 

ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) yang berasal dari pagu anggaran DIPA Bagian 

Anggaran 01 (Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI) yang terdiri dari belanja 

pegawai, belanja barang dan belanja modal. Pada Bulan Juni 2019  terdapat revisi 

tambahan pagu DIPA BA 01 pada belanja operasional untuk Satuan Kerja Pengadilan Agama 

Singkawang sebesar Rp. 92.800.000,- (Sembilan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah). 

Pada  bulan Agustus 2019 terdapat lagi revisi tambahan pagutambahan pagu DIPA BA 01 

Belanja Sewa rumah dinas hakim sebesar Rp. 18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah),pada 

bulan Desember terdapat lagi revisi pengurangan Belanja Pegawai sebesar Rp.  

328.958.000,- (tiga ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu 

rupiah) sehingga total pagu anggaran pada akhir tahun menjadi Rp. 2.659.141.000,-(dua 

milyar enam ratus lima puluh sembilan ribu seratus empat puluh satu ribu rupiah).  Untuk 

lebih rincinya dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

 

No. DIPA Tgl. DIPA BA Jenis Belanja 
Pagu 

(Rp) 

Pagu Setelah Revisi 

(Rp) 

SP DIPA - 005. 

01.2.632039/2019 
05 Des 2017 01 

Belanja Pegawai 2.266.665.000 1.937.707.000 

Belanja Barang 615.714.000 713.514.000 

Belanja Modal 12.500.000 25.500.000 

TOTAL PAGU 2.890.299.000 2.659.141.000 

Tabel 4.1 - Pagu Anggaran DIPA BA 01 
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Gambar 4.1 - Grafik Persentase Pagu Anggaran DIPA BA 01 

 

Untuk pagu anggaran DIPA Bagian Anggaran 04 (Direktorat Jenderal Badan 

Peradilan Agama Mahkamah Agung RI), alokasi yang diberikan untuk Pengadilan Agama 

Bengkayang sebesar Rp.  33.500.000,-(tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah). Adapun 

rinciannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

No. DIPA Tgl. DIPA BA Uraian Kegiatan 
Pagu 

(Rp) 

Pagu Setelah 

Revisi (Rp) 

SP DIPA - 005. 

04.2.632040/2019 
05 Des 2018 04 

Prodeo 

Sidang Keliling 

3.500.000 

33.000.000 

3.500.000 

33.000.000 

TOTAL PAGU 33.500.000 33.500.000 

Tabel 4.2 - Pagu Anggaran DIPA BA 04 

 

72%

27%

1%

Persentase Pagu Anggaran BA 01 Tahun 2019

Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal
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Gambar 4.2 - Grafik Persentase Pagu Anggaran DIPA BA 04 

 

2. Pelaksanaan Anggaran 

a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 

1) Belanja Pegawai 

Pagu belanja pegawai hasil revisi terakhir DIPA BA 01 Pengadilan Agama 

Bengkayang TA 2019 adalah sebesar Rp. 1.937.707.000,- atau 72% dari total pagu 

anggaran. Realisasi belanja pegawai sampai dengan berakhirnya TA 2019 adalah 

sebesar Rp. 1.921.460.867 ,- atau 99,16% dari total pagu belanja pegawai. Sisa 

belanja pegawai sampai dengan berakhirnya TA adalah sebesar Rp. 16.246.133,- 

atau 0,84% dari total pagu belanja pegawai. Rincian pagu belanja pegawai dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

Kode 
Akun 

Uraian Belanja 
Pagu 
(Rp) 

Pagu (Revisi) 
(Rp) 

Realisasi      
(Rp) 

Sisa 
(Rp) 

511111 Belanja Gaji Pokok PNS 846.544.000 867.631.000 867.573.980 57.020 

511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 23.000 23.000 14.844 8.156 

511121 Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS 74.803.000 74.803.000 74.796.636 6.364 

511122 Belanja Tunjangan Anak PNS 22.731.000 22.731.000 22.728.739 2.261 

511123 Belanja Tunjangan Struktural PNS 27.650.000 27.650.000 27.650.000 0 

511124 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 616.215.000 616.215.000 616.210.000 5.000 

511125 Belanja Tunjangan PPh PNS 72.765.000 72.765.000 72.644.368 120.632 

511126 Belanja Tunjangan Beras PNS 51.783.000 51.783.000 51.780.300 2.700 

511129 Belanja Uang Makan PNS 143.901.000 143.901.000 138.730.000 5.171.000 

10%

90%

Persentase Pagu BA 04 Tahun 2019

Prodeo Sidang Keliling
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511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 10.255.000 10.255.000 10.240.000 15.000 

511157 Belanja Tunj. Kemahalan Hakim 49.950.000 49.950.000 49.950.000 0 

TOTAL 2.266.665.000 1.937.707.000 1.932.318.867 5.388.133 

Tabel 4.3 - Realisasi Anggaran Belanja Pegawai DIPA BA 01 

 

2) Belanja Barang 

Pagu belanja barang pada DIPA BA 01 Pengadilan Agama Bengkayang TA 2019 

adalah sebesar Rp. 721.434.000,- atau 26,87 % dari total pagu anggaran. Realisasi 

belanja barang DIPA BA 01 sampai dengan berakhirnya TA 2019  adalah sebesar 

Rp. 698.272.952,-atau 97,73% dari total pagu belanja barang. Sisa belanja barang 

sampai dengan berakhirnya TA 2019 adalah sebesar Rp. 23.362.939,-atau 3,27 % 

dari total pagu belanja barang. Rincian pagu belanja barang dapat dilihat pada 

tabel berikut: 

 

 

Kode 
Akun 

Uraian Belanja 
Pagu  
(Rp) 

Pagu (Revisi) 
Realisasi      

(Rp) 

Sisa 
(Rp) 

521119 Konsumsi Rapat 7.425.000 7.425.000 7.920.000 0 

521119 
Pelantikan/Pengambilan Sumpah 
Jabatan 

3.375.000 3.375.000 3.375.000 0 

524111 
Konsultasi dan Koordinasi ke Tk. 
Banding 

52.320.000 52.320.000   52.318.968 1.032 

524111 Perjalanan Dinas  ke KPPN 7.920.000,- 7.920.000 7.920.000,- 0 

521111 Belanja Keperluan Perkantoran 198.687.000 198.687.000 198.687.000 0 

521811 
Belanja Barang Untuk Persediaan 
Barang Konsumsi  

40.338.000 40.623.000 40.623.000 0 

521111 Belanja Keperluan Perkantoran  98.800.000 98.800.000 95.191.882 3.608.118 

521114 
Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos 
Pusat 

2.400.000 4.800.000 4.796.793 3.207 

522111 Belanja Langganan Listrik 48.000.000 43.200.000 33.054.048 10.145.952 

522112 Belanja Langganan Telepon 5.400.000 7.500.000 5.836.420 1.663.580 

522113 Belanja Langganan Air 5.400.000 2.340.000 1.571.450   768.550 

523111 
Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung 
dan Bangunan 

84.825.000 87.900.000 87.899.900 100 

523119 
Belanja Pemeliharaan Gedung dan 
Bangunan Lainnya 

7.200.000 7.200.000 7.200.000 0 

523121 
Belanja Biaya Pemeliharaan 
Peralatan dan Mesin 

72.834.000 72.134.000 72.134.000 0 

521115 
Belanja Honor Operasional Satuan 
Kerja 

45.000.000 45.000.000 45.000.000 0 

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 17.800.000 17.800.000 17.800.000 0 
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521119 
Belanja keperluan sehari- hari kantor 
lainnya 

5.040.000 6.410.000 6.410.000,- 0,- 

521811 Belanja Bahan Bakar Genset 670.000 (Revisi POK) - - 

Sub. Jumlah 703.434.000,- 713.514.000,- 697.323.461,- 16.190.530,- 

Tabel 4.4 - Realisasi Anggaran Belanja Barang DIPA BA 01 

 
b. Program Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung 

Pagu belanja modal pada DIPA BA 01 Pengadilan Agama Bengkayang TA 2019 adalah 

sebesar Rp. 25.500.000,- atau 0,98  % dari total pagu anggaran DIPA 01. Realisasi 

belanja modal sampai dengan berakhirnya TA 2019 adalah sebesar Rp. 25.453.775,- 

atau 98,81 % dari total pagu belanja modal. Rincian pagu belanja modal dapat dilihat 

pada tabel berikut: 

 

Kode 

Akun 
Uraian Belanja 

Pagu              

(Rp) 

Realisasi 

(Rp) 

Sisa 

(Rp) 

532111 Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi 

Pendukung SIPP 

25.500.000 25.453.775 46.225 

TOTAL 25.500.000 25.453.775 46.225 

Tabel 4.5 - Realisasi Anggaran Belanja Modal DIPA BA 01 

 

c. Program Peningkatan Manajemen Peradilan 

Pagu belanja barang pada DIPA BA 04 (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama 

Mahkamah Agung RI) sebesar Rp.33.500.000,-. Realisasi belanja barang sampai dengan 

berakhirnya TA 2019 adalah sebesar Rp. 33.500.000,- atau 100 % dari total pagu 

belanja. Rincian realisasi belanja barang  dapat dilihat pada tabel berikut: 

Kode 

Akun 
Uraian Belanja 

Pagu              

(Rp) 

Realisasi 

(Rp) 

Sisa 

(Rp) 

521219 Pembebasan Biaya Perkara 3.500.000 3.500.000 0 

524111 Belanja Perjalanan Biasa 30.000.000 30.000.000 0 

TOTAL 33.500.000 35.500.000 0 

Tabel 4.6 - Realisasi Anggaran Belanja Barang DIPA BA 04 

 

 

d. Total Realisasi Anggaran 

Adapun realisasi anggaran secara keseluruhan baik Bagian Anggaran 01 dan 04 dapat 

dilihat pada tabel dan grafik di bawah ini : 
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No. DIPA/         
Tgl. DIPA 

BA 
Pagu Awal 

(Rp) 
Pagu Setelah Revisi (Rp) 

Realisasi 
(Rp) 

Sisa Anggaran (Rp) 

SP DIPA - 
005.04.2.632040/2019/05 
Des 2019 
 
SP DIPA - 005. 
04.2.632040/ 
2018 / 05 Des 2018 

01 
 
 
 
04 

2.902.799.000 
 
 
 

33.500.000 

 
2.684.641.000 

 
2.663.016.103 

 
21.624.897 

 
 

  

33.500.000 33.500.000 0 

TOTAL PAGU 2.936.299.000 2.718.141.000 2.696.516.103 21.624.897 

Tabel 4.7 – Total Realisasi Anggaran 

 

 

Gambar 4.3 - Grafik Persentase Total Realisasi Anggaran 

e. Pengelolaan PNBP 

Sampai dengan 31 Desember 2019   Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada 

Pengadilan Agama Bengkayang sebesar Rp. 15.933.200         ( Lima belas juta 

Sembilan ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus  rupiah) dengan rincian sebagai 

berikut : 

NO. URAIAN JENIS  PENERIMAAN JUMLAH  

1 2 3 

1. Pendapatan  Uang Meja (Leges) 1.465.000,- 

2. Pendapatan ongkos perkara 4.070.000,- 

3. Pendapatan kejaksaan dan peradilan lainnya 9.659.200,- 

4. Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan 739.000,- 

JUMLAH 15.933.200- 

Tabel 4.8 – Pengelolaan PNBP 2019 

 

 

 

 

98.6 98.8 99 99.2 99.4 99.6 99.8 100 100.2

DIPA 01

DIPA 04

TOTAL

Persentase Total Realisasi Anggaran Tahun 2019

DIPA 01 DIPA 04 TOTAL
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B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA 

a) Matrik Sarana/Prasarana di Pengadilan Agama Bengkayang : 

1. Tanah 

Pengadilan Agama Bengkayang memiliki 2 sertifikat tanah yang digunakan 

untuk bangunan gedung kantor dan rumah dinas. Tanah seluas 3.766 m2 yang 

terletak di Jalan Alianyang No. 34.A Singkawang digunakan untuk bangunan 

gedung kantor. Sedangkan tanah seluas 3.204 m2 yang terletak di Jalan Ratu 

Sepudak Singkawang digunakan untuk rumah dinas Ketua Pengadilan Agama 

Bengkayang. 

No Uraian Jumlah 
Kodisi 

(B/RR/RB) 

1 

Tanah Bangunan Kantor Pemerintah 3.766 m2 B 

Tanah Rumah Negara Golongan I 3.204 m2 B 

Tabel 4.9 – Rincian Tanah Pengadilan Agama Bengkayang 

Namun sejak tanggal  22 Oktober 2018  kedua tanah tersebut digunakan oleh 

Pengadilan Agama Singkawang, namun sampai dengan desember 2019 dapat 

belum dilakukan proses transfer keluar dari aplikasi SIMAK BMN PA Bengkayang.  

 

2. Gedung dan Bangunan 

a. Gedung Kantor 

Semula Kantor Pengadilan Agama Bengkayang menempati kantor  di jalan 

Alianyang No. 34 A Singkawang berstandar prototype yang dibangun sejak tahun 

2011 s.d. 2013 (selama tiga tahap). Sejak tanggal 22 Oktober 2018, gedung 

tersebut  digunakan oleh Pengadilan Agama Singkawang. Namun sampai dengan 

akhir tahun 2018,  secara administrasi sampai dengan akhir 2019 belum dapat 
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dikeluarkan dari data Aplikasi SIMAN BMN Pengadilan Agama Bengkayang.

 

Gambar 4.4 - Foto Gedung Pengadilan Agama Bengkayang sebelumnya 

Saat ini Pengadilan Agama Bengkayang menempati gedung Eks. Kantor Arsip 

dan Perspustakaan Daerah Kabupaten Bengkayang. Gedung tersebut berstatus 

pinjam pakai dengan Alamat Jalan Basuki Rachmat Kelurahan Bumi Emas 

Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang dengan luas tanah     2.345 M2 

dan gedung 614 M2 . 

 

Gambar 4.5 - Foto Gedung Pengadilan Agama Bengkayang sekarang 
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b. Rumah Negara 

Jumlah Rumah Negara pada Pengadilan Agama Bengkayang sebanyak 1 

(satu) unit dengan rincian sebagai berikut : 

 

No 

Rumah Negara 

Golongan I Type B 

Permanen* 

Kondisi 

(B/RR/RB) 

Golongan I Type C 

Permanen* 

Kondisi 

(B/RR/RB) 

1 1 Unit (120 m2) B - - 

Tabel 4.10 – Rincian Rumah Negara 

 

 

c. Pagar Permanen dan Pos jaga Permanen 

No  
Pagar Permanen* 

Kondisi 

(B/RR/RB) 

Pos Jaga Permanen 

(Ada/Tidak Ada) 

Kondisi 

(B/RR/RB) 

1.  5 Unit  RB Tidak Ada - 

Tabel 4.11 – Rincian Pagar Permanen dan Pos jaga Permanen 

 

3. Kendaraan Dinas 

Jumlah kendaraan dinas Pengadilan Agama Bengkayang adalah 8 (Delapan) 

unit dengan rincian sebagai berikut : 

 

No Kendaraan Roda 4 
Kondisi 

(B/RR/RB) Kendaraan Roda 2 
Kondisi 

(B/RR/RB) 

1. 1 B 7 6 B 

1 RR 

Tabel 4.12 – Rincian Kendaraan Dinas 
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4. Lap Top, P.C. Unit, dan Printer 

Berikut data Lap Top, P.C. Unit, dan Printer : 

 

No Lap Top* 
Kondisi 

(B/RR/RB) 

P.C. 

Unit* 

Kondisi 

(B/RR/RB) 
Printer* 

Kondisi 

(B/RR/RB) 

1. 23 2 RB 

1 RR 

20 B 

31 9 RB 

4 RR 

18 B 

21 9 RB 

12 B 

Tabel 4.13 – Rincian Lap Top, PC Unit dan Printer 

 

b) Daftar Belanja Modal tahun 2019 

Berikut data belanja modal tahun 2019 pada Pengadilan Agama Bengkayang 

: 

No Nama Pengadaan Jumlah (Unit) 

1 Pengadaan Laptop 2 

 

c) Penetapan Status Penggunaan 

Pada tahun 2019 Pengadilan Agama Bengkayang sudah mengajukan 

permohonan PSP berupa Barang Milik Negara selain tanah dn/atau bangunan dan 

kendaraan (BMN sampai dengan Rp 100.000.000), dengan nilai Barang Milik Negara 

sebesar Rp. 1.759.042.793 (Satu Milyar Tujuh Ratus Lima puluh Sembilan Juta 

Empat Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah) 

 

d) Penghapusan Barang Milik Negara 

  Pada tahun 2019 Pengadilan Agama Bengkayang tidak ada melakukan 

penghapusan BMN pada aplikasi SIMAK-BMN. 

 

C. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI 

Demi pentingnya memelihara momentum sebuah reformasi birokrasi, maka 

implementasi teknologi informasi sangatlah diutamakan sesuai dengan Surat Keputusan 

Mahkamah Agung RI Nomor 033/KMA/SK/III/2011 tentang pembentukan tim 

pembaharuan peradilan dan Surat Keputusan Nomor 1- 144/KMA/SK/I/2011 tentang 

Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, sebagai tindak lanjut dari SK dimaksud 
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Pengadilan Agama Bengkayang telah mengembangkan teknologi informasi dengan 

dukungan antara lain : 

❖ Implementasi E-Court 

Pada Tahun 2019 Pengadilan Agama Bengkayang telah menerima 6 Perkara 

Gugatan dan 2 perkara Permohonan melalui pendaftaran perkara online/ e-court, 3 

Perkara Gugatan dan 2 Perkara Permohonan telah diputus, berikut adalah datanya 

: 

 

Gambar 4.9 – Perkara Gugatan yang diterima melalui e-court 

 

Gambar 4.10 – Perkara Permohonan yang diterima melalui e-court 

❖ Implementasi SIPP 

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) merupakan aplikasi administrasi 

perkara yang dipergunakan untuk menyelesaikan proses perkara di Pengadilan 

Agama Bengkayang yang terhubung langsung kedalam SIPP Mahkamah Agung RI. Di 

dalam implementasinya, seluruh operator mulai dari Ketua Pengadilan sampai 

dengan petugas kasir telah menggunakan SIPP untuk seluruh proses administrasi 
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perkara. Untuk proses sinkronisasinya pun telah dilakukan secara rutin. Hasilnya 

cukup memuaskan, karena rasio penanganan perkara pada Pengadilan Agama 

Bengkayang tahun 2019 mencapai 92.21% (perbandingan antara perkara masuk 

dengan minutasi perkara). Adapun persentase tersebut di atas dapat dilihat pada 

gambar di bawah ini : 

 

 

Gambar 4.11 - Persentase Rasio Penanganan Perkara Melalui SIPP  

 

Selain itu, untuk kemudahan akses informasi perkara bagi para pihak, Pengadilan 

Agama Bengkayang telah mempublikasikan SIPP versi Web di alamat url 

(http://sipp.pa-bengkayang.go.id) dan (http://sipp-mahkamahagung.go.id) yang 

secara rutin dilakukan sinkronisasi setiap hari. Berikut ini adalah tampilannya : 

 

Gambar 4.12 – SIPP web Pengadilan Agama Bengkayang 

http://sipp.pa-bengkayang.go.id/
http://sipp-mahkamahagung.go.id/
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Gambar 4.13 - Sinkronisasi SIPP MA Pengadilan Agama Bengkayang 
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BAB. V 
PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK 

 

1. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU (SERTIFIKASI ISO PENGADILAN) 

Pelayanan publik yang prima merupakan suatu keharusan bagi lembaga peradilan 

khususnya Pengadilan Agama Bengkayang dalam melayani para pihak untuk 

menyelesaikan permasalahan mereka. Jaminan akan layanan yang cepat, 

transparan dan biaya ringan merupakan hal pokok yang ingin didapatkan para pihak 

sebagai wujud layanan yang prima. 

Untuk mewujudkan hal tersebut, Pengadilan Agama Bengkayang telah menata pola 

pikir dan pola kerja guna peningkatan pelayanan salah satunya melalui akreditasi 

penjaminan mutu.  

Tahun 2018  ini pada Pengadilan Agama Bengkayang dilakukan Surveilance Pertama  

Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) oleh TIM Assesor dari Mahkamah Agung RI pada 

tanggal 16 s/d 17 November 2018 sejak diraihnya Sertifikat Akreditasi Penjaminan 

Mutu Peradilan Agama  pada tanggal 29 November 2017 dengan predikat “A 

Excellent”. 

 

Gambar 5.1 – Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Agama Bengkayang Tahun 2017 

 

Pada 13 November 2019 telah dilakukan Surveilance Kedua oleh TIM Assesor Badan 

Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. 
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2. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) merupakan salah satu program pemerintah 
dalam rangka peningkatan pelayanan publik. Memangkas birokrasi pelayanan dan 
sebagai upaya mencapai good governance/kepemerintahan yang baik. 

          Pelayanan Publik dalam setiap Instansi atau lembaga Pemerintah di Indonesia 
terus ditingkatkan dan di permudah. Saat ini, Mahkamah Agung dan jajaran 
Pengadilan di bawahnya senantiasa berupaya menata, meningkatkan, dan 
menyederhanakan pelayanan publik dengan cara menerapkan sistem Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu (selanjutnya disebut “PTSP”). Melalui PTSP ini Mahkamah Agung 
ingin memberikan pelayanan prima dalam hal pelayanan publik yang proses 
pengelolaannya dimulai dari tahap awal sampai akhir/terbitnya sebuah dokumen 
dilakukan di dalam satu tempat sebagai wujud keseriusan Mahkamah Agung dan 
jajaran Pengadilan di bawahnya terhadap penerapan PTSP tersebut. 

          Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama sebagai salah satu 
direktorat yang ada di Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan 
surat Keputusan diberlakukannya dengan dikeluarkannya Keputusan Direktur 
Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 tanggal 2 
Agustus 2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di 
lingkungan Peradilan Agama. 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu dimaksudkan untuk memberikan pelayanan yang 
terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan 
tahap penyelesaian produk pelayanan pengadilan melalui satu pintu. 
Penyelenggaraan PTSP ini senantiasa dilaksanakan dengan prinsip-prinsip dasar 
berupa keterpaduan, efektif, efisien, ekonomis, koordinasi, akuntabilitas, dan 
aksesibilitas. 

Penerapan PTSP sendiri tidak lain memiliki tujuan untuk:  

1. Mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur 
sesuai dengan standar yang telah ditetapkan,  

2. Memberikan pelayanan yang prima, akuntabel, dan anti korupsi, kolusi, 
nepotisme. Selain itu, aspek penting dilaksanakannya program PTSP ini 
merupakan wujud dari pelayanan publik yang prima dalam rangka 
melaksanakan kegiatan-kegiatan atau kebutuhan-kebutuhan yang 
diselenggarakan oleh lembaga Pengadilan terhadap seluruh masyarakat 
yang mencari keadilan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. 

Berikut adalah data implementasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Agama 
Bengkayang : 
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Gambar 5.2 – Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Penempatan 

dan Desain 

PTSP

Fasilitas PTSP

Sarana 

Penunjang 

PTSP

Layanan 

Inti PTSP

Layanan 

Pendukung 

PTSP

Prosedur 

Layanan 

dalam 

PTSP

Performa 

Petugas 

PTSP

 - PA Bengkayang 83% 100% 83% 100% 17% 100% 100% 83% A

Gedung masih status 

pinjam pakai dari Pemda 

Bengkayang dan belum 

memiliki gedung sendiri

Capaian Akhir Kategori Kendala yang dihadapi

Capaian Implementasi PTSP

 

Tabel 5.1 Capaian Implementasi PTSP 

 

3. INOVASI PELAYANAN PUBLIK 

 Pada tahun 2019, Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI telah meluncurkan 

9 Aplikasi Pelayanan Publik, 9 Aplikasi tersebut adalah : 

1. Aplikasi Notifikasi Perkara.  

  Aplikasi notifikasi perkara ini merupakan hal sederhana yang bisa 
diterapakan secara nasional, meskipun bukan sesuatu yang baru, karena di 
beberapa pengadilan juga sudah ada yang menerapkannya, namun untuk 
diterapkan secara menyeluruh di semua pengadilan agama belum pernah 
dilakukan. Aplikasi ini akan memberikan notifikasi kepada pihak berperkara terkait 
perkembangan dan status terakhir dari perkara yang sedang berjalan, baik itu pihak 
prinsipal maupun Kuasa Hukumnya. Aplikasi ini menggunakan SIPP sebagai basis 
data utama. Verifikasi menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor 
perkara, sehingga notifikasi yang diberikan dapat terkelompok dan tepat sasaran 
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kepada pihak berperkara. Fungsi dari aplikasi ini adalah memberikan notifikasi 
terkait status perkara kepada pihak, yang meliputi jadwal sidang, status perkara dan 
keuangan perkara secara aktif (sistem memberikan notifikasi secara kontinyu). 

 

Gambar 5.3 - Aplikasi Notif Perkara 

2. Aplikasi Informasi Produk Pengadilan.  

  Berkaitan dengan aplikasi notifikasi perkara, aplikasi ini bersifat informatif 
dan lebih umum, fungsinya seperti website yang memuat segala informasi 
mengenai suatu pengadilan, namun sifatnya lebih personal kepada pengguna 
pengadilan. Aplikasi ini akan berguna untuk mendekatkan pengadilan kepada 
masyarakat, menghindari praktik-praktik yang tidak semestinya seperti makelar 
perkara dan pungutan liar. Aplikasi ini juga terintegrasi dengan data SIPP, 
memberikan informasi kepada pihak berperkara atau masyarakat secara real time 
dan ter-update mengenai layanan dan produk pengadilan. Fungsi Aplikasi adalah 
memberikan informasi terkait proses perkara kepada pihak, yang meliputi nomor 
perkara, nama para pihak, susunan majelis hakim, tahapan persidangan, jadwal 
persidangan dan biaya perkara berdasarkan permintaan dari para pihak. 

3. Aplikasi Antrian Sidang.  
  Aplikasi Antrian sidang ini merupakan aplikasi yang dapat memberikan 
informasi mengenai pembagian jadwal persidangan. Pihak berperkara dapat 
melakukan pendaftaran antrean secara online sehingga dapat mengetahui waktu 
persidangan, dan diharapkan tidak terjadi antrean panjang, lama dan melelahkan 
untuk mengikuti persidangan. Fungsi Aplikasi ini antara lain menyediakan 
pendaftaran antrean secara online, memberikan informasi waktu pelaksanaan 
sidang yang lebih tepat, sehingga masyarakat pencari keadilan bisa menyesuaikan 
waktunya untuk datang ke pengadilan. 
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Gambar 5.4 – Aplikasi Antrian Sidang 

4. Aplikasi Basis Data Terpadu Kemiskinan.  
  Aplikasi ini dapat membantu menyajikan data masyarakat miskin, sehingga 
pengadilan agama di seluruh wilayah Indonesia dapat mengakses database terkait 
status kemiskinan. Pendaftar perkara cukup membawa identitas kependudukan, 
sistem akan secara otomatis memverifikasi melalui nomor induk kependudukannya. 
Aplikasi ini akan mengeluarkan surat keterangan yang sudah tervalidasi dan 
dokumennya dapat dijadikan dasar untuk memberikan fasilitas pembebasan biaya 
perkara kepada masyarakat miskin berdasarkan basis data terpadu pemerintah 
sesuai PERMA Nomor 1 tahun 2014. 

 

5. Command Center.  

 Luasnya wilayah dengan kondisi geografis yang rumit di Indonesia 
menjadikan kordinasi instansi pemerintahan mengalami banyak kendala, tak 
terkecuali di peradilan agama. Command Center Badilag mempunyai fungsi tidak 
hanya untuk pembinaan dan pengawasan, namun juga fungsi-fungsi penunjang 
lainnya untuk meningkatkan kinerja aparat peradilan agama dan menciptakan iklim 
koordinasi yang lebih efektif dan efisien dalam menjalankan program kerja. Selain 
itu Command Center juga berfungsi sebagai Pusat kontrol data manajemen 
peradilan agama, mengatur dan mengendalikan data berbasis teknologi informasi 
berupa pusat data dan memiliki ruangan khusus dengan berbagai peralatan khusus; 
Pusat Pembinaan, pengawasan dan audit kinerja secara virtual dan real time; Pusat 
pengembangan E Learning; Pusat pengembangan aplikasi manajemen, terdiri dari 
berbagai aplikasi yang mendukung pelaksanaan tupoksi peradilan agama serta 
Sarana konsultasi dan bantuan terhadap permasalahan yang timbul dalam 
pelaksanaan tupoksi tenaga teknis dan non-teknis pengadilan agama di seluruh 
Indonesia. 

6. Aplikasi PNBP Fungsional.  

  Dalam audit Badan Pemeriksa Keuangan, pelaporan Penerimaan Negara 
Bukan Pajak (PNBP Fungsional) dalam proses penerimaan perkara di pengadilan 
tidak bisa diidentifikasi secara rinci, sehingga mengakibatkan pelaporan PNBP 
Fungsional Keuangan perkara terkait jumlah dan waktu tidak akurat. Hal ini tentu 
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menjadi persoalan yang cukup serius. Aplikasi ini diharapkan bisa mengatasi 
persoalan tersebut, aplikasi ini dapat membantu pencatatan PNBP Fungsional 
perkara seluruh pengadilan agama secara terpusat, penyetoran tepat waktu dan 
lengkap yang mencakup jumlah, nomor dan transaksi perkara, dan juga sebagai 
sarana informasi jumlah perkara PNBP Fungsional yang belum disetor pada tahun 
berjalan. 

 

Gambar 5.5 - Aplikasi E-Pnbp 

7. Aplikasi e-Eksaminasi.  

  Terdapat kendala yang dialami Ditjen Badilag ketika ingin mengetahui dan 
melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan kualitas putusan hakim. 
Meskipun MA sudah mempunyai basis data putusan pengadilan dalam Direktori 
Putusan, namun belum punya mekanisme dalam mengolah data tersebut menjadi 
suatu penilaian kualitatif. Aplikasi ini akan menghimpun putusan hakim tingkat 
pertama kemudian dieksaminasi oleh tiga orang hakim tinggi di wilayah hukum 
pengadilan tinggi agama yang berbeda, proses ini dilakukan secara anonim. E-
Eksaminasi merupakan sistem yang dapat memberikan informasi dan pemetaan 
terhadap kompetensi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara, sehingga 
dapat digunakan sebagai data awal dalam rencana pengembangan sumberdaya 
manusia terkait kebijakan, bimbingan teknis dan diklat. 

8. Aplikasi e-Register.  

  e-Register perkara adalah seluruh data perkara yang terdapat pada sistem 
Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Data perkara yang terdapat dalam aplikasi 
SIPP secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan buku register 
perkara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan. Pengadilan 
harus dapat menyajikan data register perkara secara tepat waktu berupa softcopy 
apabila diperlukan untuk kepentingan monitoring dan evaluasi serta pengawasan 
internal atau eksternal. Aplikasi e-Register dapat dipergunakan untuk mendukung 
kinerja peradilan agama dalam mengumpulkan dan menyajikan data perkara secara 
elektronik. 
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9. Aplikasi e-Keuangan.  

  Administrasi Keuangan Perkara secara elektronik (e-keuangan perkara) 
merupakan salah satu cara pengelolaan administrasi keuangan perkara di 
pengadilan, untuk mempercepat terwujudnya administrasi peradilan secara efektif, 
efisien, dan modern, sekaligus bentuk implementasi Peraturan Mahkamah Agung RI 
Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. 
Aplikasi keuangan perkara merupakan aplikasi pendukung SIPP yang mencatat 
semua kegiatan penerimaan dan pengeluaran biaya untuk setiap perkara, 
sebagaimana diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan 
Agama (Buku II). 

 

Gambar 5.6 – Aplikasi e-keuangan 

Selain itu Pengadilan Agama Bengkayang juga mempunyai inovasi mandiri dalam 
pelayanan publik diantaranya adalah : 

 

1. ATP 
  Adalah aplikasi manajemen surat masuk berbasis aplikasi web, dimana 
setiap surat yang masuk akan didata oleh admin, lalu dapat di disposisikan langsung 
oleh pimpinan, kepada Pejabat yang bersangkutan. 
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Gambar 5.7 – Aplikasi ATP 

 
2. Agen BNI 46 
  Pelayanan pembayaran perkara yang dapat membantu pihak yang 
mendaftarkan perkaranya, langsung bisa membayar di loket yang telah disediakan, 
didalam gedung Pengadilan Agama Bengkayang. 
 
3. Cek Kesehatan Gratis 
  Layanan cek kesehatan gratis kepada pengunjung, dan pegawai Pengadilan 
Agama bengkayang, layanan ini berupa pemeriksaan tensi darah, dan pertolongan 
pertama pada kecelakaan kecil, petugas yang memberikan pelayanan adalah tenaga 
Honorer lulusan Keperawatan. 

 
Gambar 5.8 – Cek Kesehatan Gratis 

 
4. Akses Internet/ WiFi Gratis 
 Pada Pengadilan Agama Bengkayang telah tersedia akses Internet gratis 
untuk para pengunjung/pihak berperkara. 
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No. Satker
Nama 

Inovasi

Pengembangan 

Aplikasi

Tanggal 

Pembuatan
Tanggal Penerapan

1

2

3

4

PA Bengkayang

PA Bengkayang

PA Bengkayang

PA Bengkayang

 ATP

BNI Agen 46

Cek 

Kesehatan

Wifi Gratis

 -  -

1 Agustus 2018

9 September 2019

17 September 2019

1 Agustus 2019

Deskripsi Singkat Media Pendukung Keterangan

Aplikasi Tata Persuratan

Pelayanan Pembayaran 

Perkara

Layanan Cek Tensi darah

Layanan Internet Gratis

PC/Server

  

EDC

Alat Kesehatan

Akses Point 

 

Agen : KPN Al-Mizan

Dilayani Tenaga Honorer, Vikawati, 

Amd.Kes

 
Tabel 5.2 - Inovasi Pelayanan Publik Pengadilan Agama Bengkayang 
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BAB IV 

PENGAWASAN 

 

 

A. INTERNAL 

Pengawasan merupakan suatu usaha sistematik untuk menetapkan standar 

pelaksanaan tujuan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi 

umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan 

sebelumnya, menentukan dan mengukur serta mengambil tindakan koreksi yang 

diperlukan. Peranan pengawasan sebagai upaya penyeimbang kekuasaaan kehakiman yang 

merdeka dalam rangka peningkatan kinerja peradilan sangatlah perlu dalam suatu 

organisasi peradilan khususnya dalam hal ini Peradilan Agama. 

Pengawasan (controlling) memiliki relevansi dengan cita-cita keselamatan. Dalam 

suatu organisasi, pengawasan merupakan bagian dari unsur manajemen yang menjadi satu 

kesatuan yang tidak terpisahkan tetapi hanya dapat dibedakan dalam kajian fungsi dan 

kewenangan yang didefinisikan sebagai suatu proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh 

kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan 

sesuai dengan rencana yang telah ditentukan/disepakati seluruhnya.  

Pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan 

mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana 

mestinya sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku. 

Pengawasan internal adalah pengawasan dari dalam lingkungan peradilan sendiri 

yang mencakup dua jenis pengawasan yaitu pengawasan melekat dan pengawasan 

fungsional. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang 

Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan 

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, menyebutkan bahwa 

Ketua Pengadilan pada semua tingkat wajib melakukan pengawasan dan pembinaan 

terhadap aparat peradilan, antara lain terhadap pelaksanaan tugas dan tingkah laku tenaga 

teknis maupun non teknis di daerah hukumnya, selain itu Ketua Pengadilan Tinggi Agama 
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di daerah hukumnya melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di Tingkat 

Pengadilan Agama dan menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan 

sewajarnya. 

Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pontianak 

Nomor : W14-A/1701/HK.00/11/2016 tanggal 24 November 2016 tentang Pedoman 

Pembinaan dan Pengawasan bagi Hakim Tinggi Pembina dan Pengawas Daerah 

(Hatibinwasda) dan Hakim Pengawas Bidang (Hawasbid) pada Pengadilan Agama se-

Kalimantan Barat, memberikan tanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Tingkat Pertama 

dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya 

peradilan, terutama mengenai manajemen peradilan, administrasi perkara, administrasi 

persidangan dan pelaksanaan putusan, administrasi umum, serta kinerja pelayanan publik. 

Untuk melaksanakan pengawasan internal yang diamanatkan oleh Undang Undang 

dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung tersebut di Pengadilan Agama Bengkayang 

dilakukan pengawasan secara berkala dan terstruktur baik langsung oleh pimpinan, atasan 

langsung, serta pengawasan yang dilakukan oleh Hawasbid. 

Hakim Pengawas Bidang yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Ketua 

Pengadilan Agama Bengkayang Nomor : W14-A8/31/PS.01/I/2019, tanggal 02 Januari 2019 

tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Agama Bengkayang. Sehubungan 

dengan adanya mutasi Hakim dan adanya Wakil Ketua, maka Ketua Pengadilan Agama 

Bengkayang membuat Surat Keputusan baru tentang Hakim Pengawas Bidang dengan 

nomor : W14-A8/661/PS.01/VI/2019, tanggal 14 Juni 2019 yang mencakup bidang-bidang 

sebagai berikut: 

1. Hakim Pengawas Bidang Manajemen Peradilan, 

2. Hakim Pengawas Bidang Administrasi Perkara, 

3. Hakim Pengawas Bidang Administrasi Persidangan dan Pelaksanaan Putusan, dan 

4. Hakim Pengawas Bidang Administrasi Umum dan  

5. Kinerja Pelayanan Publik. 

Hakim Pengawas Bidang tersebut telah melaksanakan pengawasan sesuai 

bidangnya masing-masing setiap 3 bulan sekali yang hasilnya dilaporkan kepada Ketua 

Pengadilan Agama Bengkayang melalui Wakil Ketua Pengadilan Agama Bengkayang sebagai 

koordinator pengawasan untuk dievaluasi dan ditindaklanjuti dan selanjutnya hasil evaluasi 
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dan tindak lanjut tersebut dilaporkan ke Pengadilan Tinggi Agama Pontianak.      Setelah 

beberapa kali mengalami perubahan dikarenakan adanya mutasi Hakim dan adanya Wakil 

Ketua yang baru, maka susunan Hakim Pengawas Bidang (HAWASBID) Pengadilan Agama 

Bengkayang adalah sebagai berikut : 

NO NAMA/NIP JABATAN 

1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

M U H L I S, S.H.I., M.H. 

NIP. 19770107 200502 1 003 

 

 

 

MUHAMMAD LUKMAN HAKIM, S.Ag., M.H.I. 

NIP. 19770204 200904 1 002 

 

 

Koordinator Pengawasan / Hakim Pengawas 

Bidang Administrasi Perkara, Administrasi 

Persidangan dan Pelaksanaan Putusan 

 

 

Hakim Pengawas Bidang Manajemen 

Peradilan  dan Hakim Pengawas Bidang 

Administrasi Umum dan Kinerja Pelayanan 

Publik  

 

Tabel 6.1 - Susunan Hakim Pengawas Bidang 

 

Pengawasan terhadap Kinerja Pegawai juga sangat ditekankan oleh Ketua 

Pengadilan Agama Bengkayang, dengan dikeluarkannya surat Keputusan Ketua Pengadilan 

Agama Bengkayang Nomor : W14-A8/75/KP.04.6/I/2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang 

Penetapan Susunan Tim Penanggung Jawab Audit Kinerja di Lingkungan Pengadilan Agama 

Bengkayang. Selanjutnya karena ada mutasi Hakim dan adanya Wakil Ketua, maka 

ditetapkan kembali Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bengkayang Nomor : W14-

A8/665/KP.04.6/VI/2019 tanggal 14 Juni 2019 tentang Penetapan Susunan Tim 

Penanggung Jawab Audit Kinerja di Lingkungan Pengadilan Agama Bengkayang. 

Tim penanggung jawab Audit Kinerja yang ditunjuk telah melaksanakan tugasnya 

serta melaporkannya kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang untuk diadakan 

evaluasi dan tindak lanjut dalam rangka peningkatan Kinerja pegawai. Adapun susunan Tim 

Pengawas Pengadilan Agama Bengkayang sebagai berikut : 

 

 



 

 65 

NO NAMA/NIP JABATAN 
KEDUDUKAN 

DALAM TIM 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

5. 

ANDRIANI, S.Ag. 

NIP. 19720627 200003 2 001 

 

MUHLIS, S.H.I., M.H. 

NIP. 19770107 200502 1 003 

 

H. MUHAMMADIYAH, S.Ag 

NIP. 19700206 199903 1 001 

 

ABDUL GHONI, S.Ag, SHI. 

NIP. 19750301 200212 1 004 

 

Seluruh Pegawai 

Ketua 

 

 

Wakil Ketua 

 

 

Panitera 

 

 

Sekretaris 

 

 

- 

Penanggung jawab 

 

 

Ketua 

 

 

Sekretaris 

 

 

Wakil Sekretaris 

 

 

Anggota 

Tabel 6.2- Susunan Tim Penanggung Jawab Audit Kinerja 

Selain pengawasan internal yang dilakukan oleh Hakim Pengawas Bidang, di 

Pengadilan Agama Bengkayang pada tahun 2019 juga dilakukan pengawasan eksternal 

yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama Pontianak dan dari Badan Pengawas 

Mahkamah Agung Republik Indonesia. 

Tim Hatibinwasda (Hakim Tinggi Pembinaan dan Pengawasan Daerah) Pengadilan 

Tinggi Agama Pontianak yang diketuai Drs. H. M. Yusuf Was Syarief, M.H.I. (Hakim Tinggi) 

didampingi M. Yusuf, S.H. (Wakil Panitera) dan H. Mustamir, S.H. (Kasubbag Tata Usaha dan 

Rumah tangga) melakukan pembinaan dan Pengawasan pada  Pengadilan Agama 

Bengkayang  pada tanggal 20 sampai dengan 22 Maret 2019.  
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Gambar 6.1 - Foto Bersama Tim HATIBINWASDA PTA Pontianak  

Sedangkan Tim Badan Pengawas Mahkamah Agung Republik Indonesia pada saat 

bersamaan juga melakukan pengawasan di Pengadilan Agama Bengkayang yang diketuai 

oleh Rudi Widodo (Hakim Tinggi Pengawas pada Badan Pengawas MARI) dibantu 4 (empat) 

orang anggota yaitu : H. Muhammad Yunus, Muhammad Syauqie (Anggota Tim), 

Muhammad Adzkiya (Sekretaris) dan Musa Lahaji sebagai pemeriksa yang melaksanakan 

pemeriksaan dari tanggal 19 Maret 2019 sampai 22 Maret 2019 

 



 

 67 

 

Gambar 6.2 - TIM Bawas MARI melakukan monitoring di PA Bengkayang 

Terkait dengan terbitnya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 

tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System), Pengadilan Agama 

Bengkayang telah melakukan sosialisasi tentang penanganan pengaduan melalui aplikasi 

SIWAS (Sistem Informasi Pengawasan) Mahkamah Agung RI. 

 

B. EVALUASI 

Terhadap temuan-temuan hasil pengawasan dari Hawasbid Pengadilan Agama 

Bengkayang maupun Hatibinwasda Pengadilan Tinggi Agama Pontianak telah dievaluasi 

dan ditindaklanjuti dengan melakukan perbaikan-perbaikan serta penyempurnaan, kecuali 

terhadap hal-hal yang upaya tindak lanjutnya menghadapi kendala di luar kemampuan 

Pengadilan Agama Bengkayang. 

 Adapun hal-hal yang berkaitan dengan pengaduan masyarakat terkait pelanggaran 

kode etik yang dilakukan oleh Hakim, Panitera, Jurusita dan Pegawai melalui aplikasi SIWAS 

(Sistem Informasi Pengawasan) Mahkamah Agung RI, Tim Pemeriksa yang dibentuk oleh 

Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI maupun yang didelegasikan ke Pengadilan Tinggi 

Agama Pontianak akan melakukan pemeriksaan atas laporan tersebut sesuai dengan Perma 

Nomor 9 Tahun 2016. Dan hingga akhir tahun 2019 ini, belum ada laporan pengaduan yang 

masuk ke Pengadilan Agama Bengkayang. 
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BAB VI 
PENUTUP 

 

 

A. KESIMPULAN 

 Secara garis besar kegiatan/program yang tertuang dalam Program Kerja 

Pengadilan Agama Bengkayang Tahun 2019  maupun kegiatan yang insidentil sudah 

terlaksana secara proporsional dan maksimal, akan tetapi ada beberapa kendala dan 

hambatan baik yang sifatnya internal maupun eksternal, antara lain : 

1. Pengadilan Agama Bengkayang saat ini belum memiliki gedung sendiri,  dan masih  

menempati gedung pinjaman dari  Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang.  

2. Tanah yang rencana disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk persiapan 

pembangunan Gedung Kantor Pengadilan Agama Bengkayang belum diserahkan, 

sehingga belum dapat diusulkan permohonan untuk Pembangunan Gedung baru. 

3. Kondisi gedung yang digunakan saat ini sangat sempit, dan banyak kebutuhan ruangan 

yang belum ada seperti ruang perpustakaan, ruang mediasi, ruang laktasi, ruang 

bermain, ruang sekretaris, ruang panitera dan ruang rapat pimpinan. 

4. Program Akreditasi Penjamiman Mutu (APM) Pengadilan Agama Bengkayang telah 

mendapatkan nilai “A Excelent” pada tahun 2017, dan pada tanggal 14-15 Nopember 

2019 telah dilaksanakan Surveilance Kedua  oleh Tim Assesor Eksternal Badilag MA RI. 

5. Persentase   Penyelesaian   Perkara   pada   Tahun   2019   sebesar   92, 20 % melebihi 

target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 86.00 % 

6. Dukungan  Teknologi  Informasi  pada  Pengadilan  Agama  Bengkayang  telah berjalan 

optimal walaupun terkendang terdapat kendala eksternal dalam jaringan internet 

7. Realisasi  Anggaran DIPA 01  mencapai  104,67 %  sedangkan DIPA 04 mencapai 100 

%  
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B. REKOMENDASI  

 Untuk lebih meningkatkan kinerja maupun mutu Peradilan Agama Bengkayang  

sebagaimana  yang dicanangkan Mahkamah Agung RI dalam Reformasi Birokrasi, maka 

perlu diupayakan: 

1. Perlu  penambahan  jumlah  pegawai  secara  proposional  dan  profesional baik tenaga 

Tehnis Yudicial maupun Non Tehnis Yudicial agar  tidak terjadi rangkap jabatan. 

2. Pengadaan sarana dan prasarana kendaraan dinas roda 4 guna untuk operasional.  

3. Perlu  diadakan  pendidikan  dan  pelatihan  penjenjangan  bagi  pejabat structural 

dan fungional. 

4. Perlu  diadakan  pelatihan  dan  bimbingan  teknis  untuk     peningkatan kemampuan 

Sumber Daya Manusia (SDM). 
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